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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah entitas akuntansi dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk
periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi
keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Proses penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan Sistem Aplikasi dan
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem ini mengintegrasikan proses perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja
negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan
negara.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk  meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPK
Perwakilan Provinsi Riau. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pekanbaru, 2 Mei 2025
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERWAKILAN BPK PROVINSI RIAU

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana
terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2024

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2022
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan

Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk periode yang berakhir
31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan
Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2024 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang
mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31
Desember 2024.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau

untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp10.831.000,00 dan sebesar Rp30.302.311.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2024 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar
Rp64.957.806,00 atau mencapai 599,74% dari Estimasi Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024
adalah sebesar Rp30.241.275.973,00 atau mencapai 99,80% dari anggarannya. Jumlah
realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Transaksi Kas yang seluruhnya
berasal dari Belanja Rupiah Murni.

Tidak terdapat realisasi pembiayaan pada Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau
Tahun 2024 dan Tahun 2023.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2024

dana per 31 Desember 2024 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31
Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp100.812.187.544,00
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp93.939.063,00, Aset Tetap sebesar
Rp100.658.701.853,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp59.546.628,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp210.896.008,00 yang seluruhnya
merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp100.601.291.536,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 menyajikan
berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari
kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp25.053.036,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp31.030.462.203,00
sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp31.005.409.167,00.

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,00
dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp31.005.409.167,00.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp101.433.366.868,00 dikurangi
Defisit-LO sebesar Rp31.005.409.167,00 kemudian ditambah dengan Koreksi yang
Menambah/Mengurangi Ekuitas senilai Rp2.984.332,00 dan ditambah Transaksi Antar
Entitas sebesar Rp30.176.318.167,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember
2024 adalah senilai Rp100.601.291.536,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CalK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tanggal 1 Januari 2024 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara
diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas

negara.
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2024

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari
rekening kas negara.
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir

31 Desember 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

TA 2024 TA 2023
URAIAN cA % thd Angg
AN ANGGARAN REALISASI REALISASI

A. Pendapatan Negara Dan Hibah B21
I. Pendapatan Perpajakan . ¥ = Iz
Il. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.11 10.831.000 64.957.806 [ 599,74 66.849.218
ﬁﬁwwata" il i U 10.831.000 64.957.806 599,74 66.849.218
1. Pendapatan Hibah - . . -
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah 10.831L.000 64.957.806 599,74 66.849.218

B. Belanja Negara B.22
1. Belanja Pemerintah Pusat B.2.21 30.302.311.000 | 30.241.275.973 | 99,80 27.982.035.417
Belanja Pegawai B2211 10.661.363.000 10.658.392.291 99,97 9.756.922.549
Belanja Barang B.22.12 mmaaa:m 18.726.298.230 99,70 17.522.538.815
Belanja Modal B.2.213 857.539.000 B56.585.452 99,89 702.574.053
1L Transfer ke Daerah dan Dana Desa 5 : & i
Jumlah Belanja Negara 30.302.311.000 30.241.275.973 99,80 27.982.035.417

C. Pembiayaan B.23

Jumlah Pembiayaan "

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini — Halaman 3




Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir

31 Desember 2024

NERACA

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

URAIAN CATATAN TA 2024 TA 2023
ASET
ASET LANCAR L i s
Kas di Bendahara Pengeluaran G2 Ll 24.050 =
Kas di Bendahara Penerimaan Ll 3 b - - =
Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1.3 — =
Belanja Dibayar di Muka (prepaid ) c.214 = =
Uang Muka Belanja {prepayment ) €215 - =
Pendapatan yang Masih Harus Diterima G258 68 12.197.214
Piutang Bukan Pajak C.21.7 - {60.986)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Bukan Pajak G218 - -
Bag_iaq Lancar Tagihan Tuntl._ltan Cc2.1.9 4 1
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR]
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C.2.1.10 3 -
Persediaan £.2.1.311 93.914.945 99.946.042
Jumiah Aset Lancar 93.939.063 112.082.270
ASET TETAP c.2.2
Tanah G221 65.943.108.000 65.943.108.000
Peralatan dan Mesin €222 30.712.898.818 29.824.263.366
Gedung dan Bangunan €222 33.810.974.250 33.319.577.850
lalan, Irigasi, dan Jaringan Ci2.2.4 7.364.531.493 7.346.031.493
Aset Tetap Lainnya C.2.2.5 236.412.733 236.412.733
Konstruksi Dalam Pengerjaan C.226 (37.409.223.441) -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap CELT - {35.220.439.120}
jumiah Aset Tetap 100.658.701.853 101.448.954.322
PROPERT! INVESTASI C.23
Properti Investasi G221 - =
Jumlah Properti Investasi - -
PIUTANG JANGKA PANJANG c.z4
Piutang Tagihan TP/TGR c.241
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang €242 = =
Jumlah Piutang Jlangka Panjang - -
ASET LAINNYA c.25
Aset Tak Berwujud C.25.1 413.239.090 457.239.090
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 253 59.546.628 54.087.804
Aset Lain-Lain c.25.3 - 3
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya c.2.5.4 (413.239.090}) (457.239,
Jumiah Aset Lainnya 59.546.628 54.087.804
JUMLAH ASET 100.812.187.544 101.615.124.396
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.2.6
Utang kepada Pihak Ketiga €.2.6.1 180.827.671 179.420.405
Utang Yang Belum Ditagihkan C.2.6.2 30.044.287 -
Hibah Yang Belum Disahkan Cc.2.63 24.050 -
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan C.2.6.4 = =
Pendapatan Diterima di Muka C.2.65 - 2.337.123
Uang Muka dari KPPN C.2.6.6 - ~
Utang langka Pendek Lainnya €267 - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 210.896.008 181.757.528
JUMLAH KEWAJIBAN 210.896.008 181.757.528
EKUITAS c.2.7
Ekuitas 100.601.291.536 101.433.366.868
JUMLAH EKUITAS 100.601.291.536 101.433.366.868

100.812.187.544

101.615.124.396
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir

31 Desember 2024

LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

[ URAIAN

CATATAN TA 2024 TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak D.2.1 25.053.036 24.471.470
JUMLAH PENDAPATAN 25.053.036 24.471.470
BEBAN D.2.2
Beban Pegawai D.2.2.1 10.644.550.729 9.709.599.038
Beban Persediaan D222 225.202.349 305.376.734
Beban Barang dan Jasa D.2.23 4,855.505.122 4.868.473.816
Beban Pemeliharaan D.2.2.4 1.933.092.997 1.913.760.455
Beban Perjalanan Dinas D.2.2.5 11.208.117.685 10.426.935.218
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.2.26 2.163.949.321 2.202.255.248
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.2.2.7 . 60.986
Beban Lain-lain D.2.2.8 - =
JUMLAH BEBAN 31.030.462.203 25.426.461.495
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (31.005.409.167) | (29.401.990.025)
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.23
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar 53.374.6596
Surplus/(Defisit) Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang =
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainya 3
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - 53.374.696
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (31.005.409.167) (29.348.615.329)
POS LUAR BIASA D.2.4
Pendapatan Luar Biasa #
Beban Luar Biasa 2 =
SURPLUS/DEFISIT LO (31.005.409.167) (29.3‘3.615.'329}
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2024

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERIJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

[ URAIAN CATATAN 2024 2023
EKUITAS AWAL E21 101.433.366.868 102.371.155.567
SURPLUS/DEFISIT LO E22 (31.005.409.167)|  (29.348.615.329)
KOREKS! YANG MENAMBAH/MENGURANG! EKUITAS E23 (2.984.332) 11.874
Penyesualan Nilai Aset E23.1 - -
Koreksi Nilai Persediaan E23.2 i ¥
Koreksi Atas Reklasifikasi Ez233 - -
Selisih Revaluasi Aset Tetap E234 - -
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi E2.35 - -
Koreksi Lain-lain E2.36 (2.984.332) -
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E24 30.176.318.167 -
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM
A.1l. DASAR HUKUM
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang
Bagan Akun Standar.

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada
Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata
Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada
Entitas Pemerintah Pusat.

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara.

13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang
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Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat.

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang

Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Pengelolaan Piutang Negara
pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan
Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
158/PMK.05/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem
Sakti.

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

20.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 sebagai mana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
04/KM.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Pusat.

21.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang
Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

22 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam
Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud
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Profil

A.2.

A.2.1

Pada Entitas Pemerintah Pusat.

23.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap
Pada Entitas Pemerintah Pusat

24.Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun
Standar.

25.Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada
Bagan Akun Standar.

PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA SEKRETARIAT BPK
PERWAKILAN PROVINSI RIAU

PROFIL SEKRETARIAT JENDERAL BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota
Negara, dan memiliki perwakilan di setiap lbukota Provinsi. Selanjutnya,
Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan
BPK.
1. Lingkup Tugas
Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik
Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri
dari:

(1) Pemeriksaan keuangan; vyaitu pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan
opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan pemerintah.

(2) Pemerikaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan
efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan
ini bertujuan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu
menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
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(3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan
yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan
keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam
pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal
yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan
pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD,
dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut,
hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2. Organisasi BPK

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh
Pelaksana BPK. Susunan Organisasi Pelaksana BPK terdiri dari tiga
kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang
bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam
melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja
penunjang yang bertugas untuk menyelenggarakan dan
mengoordinasikan dukungan kediklatan, pengawasan, perencanaan,
evaluasi dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara,
pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan
negara, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas
untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan
administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi
BPK serta Pelaksana BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang
dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan BPK Rl Nomor 1 Tahun 2024.

3. Pemangku Kepentingan
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK,

antara lain:

a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;

b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah;

c. Instansi penegak hukum;

d. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
e. Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan

f. Warga Negara Indonesia.
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4. Kedudukan Satker BPK Perwakilan Provinsi Riau

BPK Perwakilan Provinsi Riau berada di bawah Auditorat Keuangan
Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui
Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah
Provinsi Riau, kabupaten/kota di Provinsi Riau, BUMD, dan lembaga
terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan
yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri atas:

Sekretariat Perwakilan
Subauditorat Riau 1
Subauditorat Riau 2

d. Kelompok Jabatan Fungsional

o oo

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah satuan kerja
vertikal BPK yang berkududukan di Kota Pekanbaru.

A.2.2 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL/BPK PUSAT/BADIKLAT
Rencana Strategis PKN/BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

BPK Renstra Satker BPK Perwakilan Riau disusun sebagai turunan dan
penjabaran yang lebih detail dari Renstra BPK dan Renstra AKN V 2020-
2024. Ringkasan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai
berikut:
1. Visi
Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan
Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

2. Misi
a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara
untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian
ganti kerugian negara; dan
c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan
berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

3. Nilai Dasar
Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020—-2024 tetap berpijak
pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang
terdiri dari:

a. Independensi; Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam
pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara
kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan
setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan
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penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi
yang dapat mempengaruhi independensi.

b. Integritas; Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan
sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip,
nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme; Nilai profesionalisme dikembangkan dengan
menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan,
serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Riau juga memegang nilai-nilai dasar yang
diterapkan dalam budaya kerja sesuai dengan kondisi geografis dan
budaya lokal. Nilai dasar tersebut terkenal dengan istilah “Lancang
Kuning” yang terdiri dari:

1. AndalAN
Selalu siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
dengan penuh rasa tanggungjawab.

2. CANGgih
Senantiasa meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan perkembangan zaman.

3. TeKUN Beribadah
Konsisten menjalankan ibadah sesuai nilai-nilai ajaran agama
masing-masing.

4. Berdaya SaING
Mampu melaksanakan tugas yang berkualitas tinggi sesuai dengan
harapan pemangku kepentingan.

4. Tujuan Strategis
Pencapaian visi dan pelaksanaan misi di atas dilakukan dengan tujuan
“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan
bermanfaat”.

5. Sasaran Strategis
BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan Sasaran Strategis periode
2020 s.d 2024 yaitu meningkatnya pemeriksaan yang bermutu
tinggi”.
Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata
oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau. Dengan Sasaran Strategis
tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau ingin memastikan bahwa
dengan pelaksanaan pemeriksaan yang strategis, antisipatif dan
responsif akan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas BPK
sebagai organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis, yang pada
akhirnya akan mendukung dalam ketercapaian tujuan vyaitu
meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan
bermanfaat.
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area
penyempurnaan difokuskan pada penyusunan meteodologi
pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan
terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas
SDM pemeriksaan.
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Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya
pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Riau
menetapkan indikator-indikator sebagai berikut.

a. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu

Pemeriksaan;

b. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi
Harapan Penugasan;

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam
Pemeriksaan Tematik Nasional;

e. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku
Kepentingan;

f. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam
Pemeriksaan Tematik Lokal;

g. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;

h. Hasil Evaluasi AKIP;

i. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;

j- Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;

k. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas
Komunikasi;

I.  Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan

m. Tingkat Kinerja Anggaran

6. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024

‘ Menjadi Lembaga Pemeriksa 1.Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk MisI
‘ VISI Tepercaya yang Berperan Aktif dalam memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan 2.Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti
Negara yang Berkualitas dan keruglan negara
‘ Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan 3, Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan
Negara berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institus! lainnya
" el * s . —ee

—

TUJUAN %i Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermaanfaat

\

SASARAN Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi
 STRATEGIS

MK!BUMMI:
@ Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti Kerugian negara secara berkelanjutan

7. Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Riau
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Target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau telah disesuaikan dengan
target yang telah ditetapkan oleh BPK yang telah dituangkan dalam
Rencana Strategis 2020 - 2024 yang bisa dilihat pada Tabel sebagai

berikut:
Meningkatnya | Meningkatnya 1 | Pemenuhan pengendaliandan| 100% 1009 100%% 1007 100°%%
Pemerilsanan | Pemeriksanan pemerolehan keyakinan mum
yang Bermutu | Berlounhtas pemeriksaan
Tinggm 2 |Tingkat kesesuaian  hasil| 1009 100% 100%% 10075 100%
pemenksaan yang memenulu
hampan permugasan
3 |Persentase tindak lanjut| 75% 7% 75% T5% 75%
rekomendasi hasil
pemeriksaan
4 | Tinghat pemenuhan| 1008 100°% | 10086 | 100P% 100%
keterhbatan satusn  kera
dalam pemenksaan tematk
nasonal
5 | Tingleat pemenuban| 1009 100% | 100%: | 100P% 100%
pemerksaan dari para
pemanglas kepentingan
6 | Tingkat pemenuban|  100% 100% 1008 1007 100%
keterlibatan satuan kena
dalam pemenksaan tematik
lokal
Meningkatoya | Meningkatrya 7 |Indels Implementasi Nilai| Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat
Pemeriksaan |Layanan Dasar BPK Memuas | Memua | Memua | Memua | Memua
yang Bermutu | Pemeriksaan kan skan skan skan skan
Tinggi (5,00 (5,000 | i5,00) | (5,00) | (5,00)
8 | Hasil Evaluas: AKIP A A A A A
(86,00) | (B7,00) | i88.00) | (89,00) | (90,05)
9 |Tingkat Pemanfaatan)| 95% 6% 97% 98% 1005
Telknologi dan Informasi
10 | Tingkat Penerapan| 100% 1007 1005 100 10086
Manajemen Pengetaluan
11 | Tinglkat Kepuasan Para| Memuas | Memua | Memua | Memua | Memua
Pemangku Kepentingan atas kan skan skan skan skan
Kualitas Kommnikasi (3,80 (3,80] | 13.80) | (3.,80) | (2.80)
12 | Pemenuhan Jam Diklat 1007% 100% 100%% 100 1005
Pengembangan Kompetensi
13 | Tingkat Kinerja Anggaran 87% | 87,5% | 88% | 88,% | 89,7%

A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Program dan
Kegiatan BPK

Dalam perencanaan nasional,

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25
Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan

nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana

jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025
telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional
tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP

Daerah.
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A.3.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

RPJMN sebagai dokumen perencanaan memuat antara lain strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/
Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
kerangka ekonomi makro. RPJMN ini menjadi acuan
Kementerian/Lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan lima
tahunan berupa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Dokumen perencanan lima tahunan RPJMN dan Renstra K/L dijabarkan
dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
Sementara alokasi anggaran tahunan setiap Kementerian/Lembaga
dituangkan dalam dokumen perencanaan dana penganggaran berupa
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dokumen perencanaan dan penganggaran RKA dan DIPA BPK terdiri dari
dua Program yaitu pertama, Program Dukungan Manajemen yang terdiri
dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan
kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara. Kedua, Program Pemeriksaan
Keuangan Negara yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan
mendukung memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara secara bebas dan mandiri sesuai dengan amanat Pasal 23E
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

Dalam RKA dan DIPA BPK Perwakilan Provinsi Riau mengampu Program
Pemeriksaan Keuangan Negara dengan kegiatan Pemeriksaan Keuangan
Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan
Kerja. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai
sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk
melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan
hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai
fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga
Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep
single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan
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Basis
Akuntansi

Dasar
Pengukuran

A.4.

A.5.

entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi
entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem
elektronik.

SAKTI menggunakan sistem single entry point, single database, dan
akuntansi berbasis akrual. Adapun periode transaksi dalam SAKTI
meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audited.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh
proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER yang dimulai dari
proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-
masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul
aplikasi sebagai berikut:

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul
Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul
Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul
Persediaan, dan modul Pembayaran.

o Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan serta
modul Piutang.

BASIS AKUNTANSI

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau menerapkan basis akrual
dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan
penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah
basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran
yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan
menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh
aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya
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A.6.

Kebijakan
Akuntansi

Pendapatan- LRA

Pendapatan-
LO

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan
yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan
Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau. Disamping itu, dalam penyusunannya
telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi
Riau adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada
saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi
pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
2. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui
pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan
direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai
berikut:
o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai
dilaksanakan;
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Belanja

Beban

Aset

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai
dan periode waktu sewa;

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;

o Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN diakui pada saat
dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen
lain yang dipersamakan;

o Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita
oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat
dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran
yvang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan
menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban
diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban
disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,
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Aset Lancar

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk

sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan

kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada

saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Properti
Investasi, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar
ini, meliputi:

1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca. Kas terdiri
atas:

a)

b)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang
dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka
dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau
disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas
di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo
rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang
kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari
Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas
Negara per tanggal neraca.
Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di
Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah
tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan
berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening
di bank maupun saldo uang tunai.
Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:
(1) Pendapatan yang Belum Disetor
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara
Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun
pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas
Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja
perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor
pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan
PNBP, dan lain-lain yang belum disetorkan.
Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan
yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen
Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5
April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja
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2)

3)

yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban
yang bersangkutan pada periode yang sama.
(2) Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Utang kepada pihak ketiga yang berada pada
Bendahara Pengeluaran vyaitu berupa Honor,
gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan
kepada pegawai, serta uang lainnya yang yang belum
dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal
Neraca.
Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar
terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara
Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka
Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.
(3) Dana Pihak Ketiga
Dana Pihak Ketiga merupakan saldo kas yang belum
terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai
hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih
mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- Utang Jangka Pendek Lainnya
Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran
namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan
tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di
sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas
di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi
Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak
Bendahara yang Belum Disetor.
Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya teridentifikasi
sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka
diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset Lainnya.
Belanja Dibayar Di Muka (prepaid)
Belanja dibayar di muka (prepaid) BPK berasal dari realisasi
belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya
dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh
satuan kerja.
Belanja dibayar di muka BPK berasal dari realisasi belanja
barang dengan jangka waktu melewati tahun pelaporan.
Belanja dibayar di muka untuk masa lebih dari satu tahun
tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang
berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun mau pun lebih
dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.
Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Di
Muka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa
seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366
hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan
jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.
Penyesuaian akun belanja dibayar di muka dilakukan akhir
tahun dan jurnal balik awal tahun.

Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak
pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum
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4)

diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Uang Muka

Belanja (prepayment) dapat berupa Uang Muka Belanja

Pegawai, Barang, maupun Modal.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan

penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan
diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang

berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum

dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Penyesuaian akun

Piutang Bukan Pajak dilakukan akhir tahun dan jurnal balik

sesuai tanggal setoran.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk

dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau

Piutang PNBP dengan kebijakan yaitu:

a) Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah hak
pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum
diterima tagihannya.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih

Harus Diterima yaitu:

(1) Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi
atau tidak melalui penetapan.

(2) Dilakukan jurnal balik pada awal periode
berikutnya.

(3) Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas
Piutang Tak Tertagih.

b) Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari
penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi
sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

(1) Piutang PNBP adalah pendapatan PNBP tahun
berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh
wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh
pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum
diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBP yaitu:

- Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat
Penetapan/Yang Dipersamakan.

- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode
berikutnya.

- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang
Tak Tertagih.

Piutang PNBP pada BPK berasal dari Piutang
Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri,
Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang
yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada
tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja
modal karena  keterlambatan  penyelesaian
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pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank

Garansi).

(2) Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal
dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya dapat
berasal dari:

- Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah
dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya,
namun pada tanggal neraca masih belum
diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas;
serta

- Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada
pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat
Penetapan/Yang Dipersamakan.

- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode
berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas
Negara.

- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang
Tak Tertagih.

- Piutang lainnya yang berasal dari potongan SPM
tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas
Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor
S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan
bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor
diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan
pada periode yang sama.

Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan
dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan
yang dilakukan pemerintah. Penyesuaian penyisihan piutang
tak tertagih dilakukan semester | dan akhir tahun.
Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang Lancar [Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak 10%
dilakukan pelunasan

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak 50%
dilakukan pelunasan

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga 100%

tidak dilakukan pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara/DJKN
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5)

6)

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional  pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan barang-barang operasional kegiatan tidak
ditentukan dari jenis barangnya, melainkan dari niat awal
(intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan
penyusunan RKA KL, sehingga untuk barang-barang yang
memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak
dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak
menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan
sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan
barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak
hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu
pendek.

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri
atas: (1) Barang habis pakai; (2) Barang tak habis pakai; dan
(3) Barang bekas pakai.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila
diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan
meliputi: (1) harga pembelian; (2) biaya pengangkutan; (3)
biaya penanganan; (4) biaya lainnya yang secara langsung
dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan
metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan
menggunakan Metode First In First Out (FIFO), dimana
barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang
yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo
persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-
masing.

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar.
Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja
melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan
yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya
berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan
penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap
meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan;
jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi
dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga
perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri
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Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN
pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai
satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);

3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai
biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan,
dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan
barang bercorak kesenian.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan BMN, klasifikasi BMN terdiri dari:

1) BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang
memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang
diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan
BMN vyang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/
Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN
yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel
pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai
pengembangannya telah mencapai batas minimum
kapitalisasi.

2) BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap
yang tidak memenubhi kriteria kapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin;
Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap pakai. Aset yangtermasuk dalam kategori Aset
Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku,
barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan
tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap
Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik
dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi
tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu
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satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap
Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:
1) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L

(BPK).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen)
tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset
tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada
satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Badiklat PKN);

2) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak
mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap
terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada
satuan kerja K/L lain;

Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai
pengerjaanya sebelum tanggal pelaporan maka akan
dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi
dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila
sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih
dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya
namun belum diserahterimakan (dari kontraktor kepada
satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP).

3) Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya
(Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain
pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak
mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap
terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak
lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya
sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai
Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di
neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan
tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses
pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum
diserahterimakan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka
akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

CalK Pendahuluan — Halaman 25



Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir 31

Desember 2024 (Audited)

Penyusutan
Aset Tetap

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara,
Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap
aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan,
Jaringan, dan lIrigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air
pada Kementerian Negara/Lembaga atas Barang Milik Negara
yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Aset BPK
direvaluasi pada tahun 2017 dan pelaksanaan penilaian dilakukan
dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan
tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan
2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna
menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai
Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari
entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan
posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi
tanpa akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah
Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

1) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan
manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat;
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2) mengetahui potensi BMN dengan memperkitakan sisa masa
manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh
dalam beberapa tahun ke depan;

3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan
logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau
belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap
yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1) Tanah;

2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);

3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang
yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan;

4) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna
Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan
pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;

5) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan

6) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya

nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa

Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa

Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum masa

manfaat adalah ditunjukkan para tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5s.d. 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

CalK Pendahuluan — Halaman 27



Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang Berakhir 31

Desember 2024 (Audited)

Properti c. Properti Investasi

Investasi

Piutang
Jangka
Panjang

Aset Lainnya e.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau
keduanya, dan tidak untuk:

1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa dengan tujuan administratif.

2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan
mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset
properti investasi; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat
diukur dengan andal.

. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo
atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal
pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai
atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada
Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat
sebagai Tagihan TP/TGR.

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:
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1) Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak

2)

Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset
yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik
serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang
atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak
atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan
sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan
setelah dikurangi amortisasi.

Aset Lainnya—Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai
Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi
Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas
Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas
ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan
amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/KM.6/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud
Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum, masa manfaat
adalah sebagai berikut:

Software Komputer masa manfaat 4 tahun

Lisensi masa manfaat 10 tahun;

Franchise masa manfaat 5 tahun;

Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.l masa manfaat 70 tahun;
Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;

Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.ll masa manfaat 50 tahun;
Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;

Merek masa manfaat 10 tahun.

O O O O O O O O

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Kas dan
Setara Kas Lainnya yang teridentifikasi sebagai dana yang
dibatasi penggunaannya, yakni berupa uang yang merupakan
hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk
membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Terdapat rekening
yang dimungkinkan dibatasi penggunaannya, antara lain
Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran, Rekening
Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana
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Kewajiban

Jaminan, dan Rekening Penampungan Sementara yang
berdasarkan sistematika pelaporan rekening digolongkan
sebagai rekening dengan dana yang belum/tidak menjadi hak
negara.

3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan
dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar
nilai buku vyaitu harga perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang
diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka
pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

1) Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban pemerintah
terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang
dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan
yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah
uang/kompensasi kepada pihak lain. Termasuk bentuk Utang
kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada
badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator
untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi.
Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah
menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam
perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak
pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka
utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau
peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana
dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah
terima, tetapi belum dibayar. Kewajiban kompensasi kepada
badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator
untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada
saat:

- terdapat kekurangan penerimaan badan wusaha
berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah
diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau

- penetapan besaran final nilai kompensasi oleh
pemerintah.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah

menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi

sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan
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2)

badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi
yang ditunjuk.

Pengakuan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dan
diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek dilakukan
berdasarkan adanya dokumen sumber yang memadai terkait
penyelesaian kewajiban di bawah atau sampai dengan 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga di BPK berasal dari:

- Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja
Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal;

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan
kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara
Pengeluaran; dan

- Dana Pihak Ketiga yang merupakan saldo kas yang belum
memiliki kepastian sepenuhnya untuk dapat diakui
sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan
masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

Penyesuaian akun Utang kepada Pihak Ketiga untuk Belanja
yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai,
Belanja Barang, dan Belanja Modal dilakukan akhir tahun dan
jurnal balik awal tahun.

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang
berasal dari transaksi tagihan yang telah diproses oleh PPK
namun belum sampai menjadi Surat Perintah Pembayaran.
Utang Yang Belum Ditagihkan dapat terjadi pada saat
periode pelaporan Semesteran maupun Triwulanan, pada
saat periode Pelaporan Tahunan Utang Yang Belum Diterima
Tagihannya seharusnya nihil karena semua transaksi sudah
selesai.

- Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan

merupakan kelebihan pembayaran yang telah
diterbitkan surat ketetapan dan dicatat sebesar nilai dari
ketetapan tersebut tetapi pada saat penyetoran
melebihi nilai yang ditetapkan.

- Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban
pemerintah yang timbul karena pemerintah telah
menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum
menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat
terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah
terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak
ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari
pemerintah.
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Ekuitas

7.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai
dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian
barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa
Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak
dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka
waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun
seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek.
Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima
di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum
dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya
(asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika
tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan nilai
sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga. Penyesuaian
akun Pendapatan Diterima Dimuka dilakukan akhir tahun
dan jurnal balik awal tahun.

3) Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di
Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan
(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan
untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan
belanja modal.

4) Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh
bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara
sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya
adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara
Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban
Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum
Disetor.

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban vyang
diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu
lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang
berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
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Penjelas
an
Umum
LRA

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISAS| ANGGARAN

PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISAS| ANGGARAN

Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

%

No Uraian Anggaran Realisasi Realisasi

Anggaran
A |Pendapatan Negara dan Hibah 10.831.000 64.957.806 599,74
I. Pendapatan Perpajakan - - -
Il. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 10.831.000 64.957.806 599,74
IIl. Pendapatan Hibah - - -
B |Belanja Negara 30.302.311.000 30.241.275.973 99,80
I. Belanja Pemerintah Pusat 30.302.311.000 30.241.275.973 99,80
1. Belanja Pegawai 10.661.363.000 10.658.392.291 99,97
2. Belanja Barang 18.783.409.000 18.726.298.230 99,70
3. Belanja Modal 857.539.000 856.585.452 99,89
IIl. Transfer ke Daerah dan Dana Desa - - -

C |Pembiayaan

Selama periode TA 2024 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau telah

melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awal,
pagu awal sebesar Rp30.579.049.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar
Rp30.302.311.000,00. Penurunan Pagu Anggaran setelah revisi disebabkan oleh:
1. Revisi DJA untuk transfer belanja pegawai ke pusat sebesar Rp276.738.000.
2. Revisi DJA untuk pergeseran anggaran dari belanja barang (52) pada belanja
modal (53) senilai Rp196.160.000,00.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi terakhir TA 2024 ditunjukkan pada
tabel berikut:

Tabel 4
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

No Uraian Anggaran Awal Anggaran Revisi

1 |Pendapatan Negara dan Hibah 10.831.000 10.831.000
a. Pendaatan Jasa - -
b. Pendapatan Lain-lain 10.831.000 10.831.000

2 |Belanja Negara
- Belanja Pegawai

30.579.049.000
10.938.101.000
18.979.569.000

30.302.311.000
10.661.363.000

- Belanja Barang 18.783.409.000

- Belanja Modal 661.379.000 857.539.000

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung
Lampiran 1)
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B.2.
B.2.1.
B.2.1.1.

Realisasi
Pendapatan
Rp64.96
juta

PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISAS| ANGGARAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2024 adalah

sebesar Rp64.957.806,00 atau mencapai 599,74% dari estimasi pendapatan yang
ditetapkan sebesar Rp 10.831.000,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan
Provinsi Riau terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Keseluruhan

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut masuk dalam kategori

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah TA 2024 adalah sebagai

berikut:
Tabel 5
Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)
No. Uraian Pendapatan & Hibah Estimasi Pendapatan | Realisasi Pendapatan %
1 Pendapatan dari Pemindahtanganan - - -
BMN (42512)
2 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 10.831.000 52.760.200 487,12%
(42513)
3 Pendapatan dari Penggunaan Sarana - - -
dan Prasarana sesuai dengan Tusi
(42515)
4 Pendapatan Pengembangan Sumber - - -
Daya Manusia (42542)
5 Pendapatan Jasa Lainnya (42569) - - -
6 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan - - -
dan Penutupan Rekening (42576)
7 Pendapatan Penyelesaian Ganti - - -
Kerugian Negara (42579)
8 Pendapatan Denda | (42581) - - -
9 Penerimaan Kembali Belanja Tahun - 12.197.606 100,00%
Anggaran Yang Lalu | (42591)
10 |Pendapatan Setoran Sisa Utang dari - - -
Pensiunan (42593)
11 |Pendapatan Lain-Lain Il (42599) - - -
Jumlah 10.831.000 64.957.806 599,74%

Realisasi pendapatan TA 2024 melampaui estimasi pendapatan disebabkan

oleh:

1. Terdapat Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) berupa
sewa Penempatan ATM periode 2 Maret 2024 s.d. 2 Maret 2027 sebesar
Rp41.629.000,00 yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan anggaran TA

2024 sehingga melebihi target estimasi pendapatan TA 2024;

2. Terdapat Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) berupa

sewa penempatan rumah dinas sebesar Rp Rp11.131.200,00;
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3. Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (42591)

berupa Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional
Pemeriksa sebesar Rp6.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

— Putri Ardyani Periode Bulan Mei s.d. Desember 2023 senilai
Rp4.320.000,00;

— Saifullah Periode Bulan Desember 2023 senilai Rp1.190.000,00;

— Dani Indra Periode Bulan Desember 2023 senilai Rp1.190.000,00;

4. Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (42591)
berupa Pengembalian atas Tunjangan Struktural bulan November dan
Desember 2023 a.n M Niniek Anjarwati Kartika sebesar Rp1.080.000,00.

5. Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (42591)

berupa Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai a.n. Muhammad Fahmi

Rincian

Aressa sebesar Rp4.417.214,00 dengan rincian sebagai berikut:

— Belanja Gaji Pokok senilai Rp1.814.450,00
— Belanja Tunjangan Suami/Istri senilai Rp181.445,00

— Belanja Tunjangan Anak senilai Rp72.578,00

— Belanja Tunjangan Fungsional senilai Rp1.190.000,00

— Belanja Tunjangan Pembulatan senilai Rp21,00

— Belanja Tunjangan Beras senilai Rp1.158.720,00

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2024 dan TA 2023

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Pendapatan & Hibah

TA 2024

TA 2023

Kenaikan / (penurunan)

Rp %

Pendapatan dari
Pemindahtanganan BMN
(42512)

53.923.008

(53.923.008) -100,00%

Pendapatan dari Pemanfaatan
BMN (42513)

52.760.200

11.845.400

40.914.800 345,41%

Pendapatan dari Penggunaan
Sarana dan Prasarana sesuai
dengan Tusi (42515)

0,00

Pendapatan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (42542)

Pendapatan Jasa Lainnya
(42569)

0,00

Pendapatan Layanan Jasa
Perbankan dan Penutupan
Rekening (42576)

0,00

Pendapatan Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara (42579)

0,00

Pendapatan Denda | (42581)

0,00

Penerimaan Kembali Belanja
Tahun Anggaran Yang Lalu |
(42591)

12.197.606

1.080.810

11.116.796 1028,56%

10

Pendapatan Setoran Sisa Utang
dari Pensiunan (42591)

0,00

11

Pendapatan Lain-Lain Il (42599)

0,00

Jumlah

64.957.806

66.849.218

-1.891.412 -2,83%
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B.2.2.
B.2.2.1

Realisasi
Belanja
Pemerintah
Pusat pada
BPK
Perwakilan
Provinsi
Riau
Rp30.241,28
juta

Realisasi pendapatan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 1.891.412,00
dibanding TA 2023, hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendapatan dari
pemindahtanganan BMN (42512) pada TA 2024.

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada
Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2 dan 3)
BELANJA NEGARA

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Satker BPK Perwakilan Provinsi Riau TA
2024 adalah sebesar Rp30.241.275.973,00 atau 99.80% dari anggaran belanja
sebesar Rp30.302.311,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah
sebagai berikut:
Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

TA 2024
Kode Uraian —
Anggaran Realisasi %

51 (Belanja Pegawai 10.661.363.000 10.668.108.030 100,06
52 ([Belanja Barang 18.783.409.000 18.784.729.067 100,01
53 [Belanja Modal 857.539.000 856.585.452 99,89
Total Belanja Kotor 30.302.311.000 30.309.422.549 100,02
Pengembalian Belanja - 68.146.576 0,00

Jumlah 30.302.311.000 30.241.275.973 99,80

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Kode Uraian Program Anggaran Realisasi %
Cl Program Pemeriksaan 30.302.311.000 30.241.275.973 99,80
Keuangan Negara
WA |Program Dukungan - - 0,00
Manajemen
Jumlah 30.302.311.000 30.241.275.973 99,80

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan
sebesar 8,07% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023 berdasarkan jenis
belanja adalah sebagai berikut:
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Tabel 9

Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Kode

Uraian Jenis Belanja

TA 2024

TA 2023

Kenaikan / (Penurunan)

(Rp)

%

51

Belanja Pegawai

10.658.392.291

9.756.922.549

901.469.742

9,24

52

Belanja Barang

18.726.298.230

17.522.538.815

1.203.759.415

6,87

53

Belanja Modal

856.585.452

702.574.053

154.011.399

21,92

Jumlah 30.241.275.973 27.982.035.417 2.259.240.556 8,07

Terdapat kenaikan realisasi belanja TA 2024 dibandingkan dengan realisasi
belanja TA 2023 antara lain disebabkan oleh:

1.

Kenaikan realisasi belanja pegawai terjadi karena adanya penyesuaian
kenaikan gaji pokok PNS sesuai Perpres No 10 tahun 2024, kenaikan pangkat
para pegawai, kenaikan peran para pemeriksa BPK dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa dan Jabatan Fungsional Lainnya, promosi jabatan
struktural, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pengaktifan kembali pegawai
yang telah selesai menjalani tugas belajar, penambahan tunjangan tertentu,
dan kenaikan gaji berkala pegawai.

Kenaikan realisasi belanja barang terjadi karena hal-hal berikut ini:

a. Kenaikan kebutuhan operasional untuk menunjang kegiatan
pemeriksaan;
b. Kenaikan kebutuhan operasional seiring dengan kenaikan
jumlah pegawai.
Kenaikan relisasi belanja modal terjadi karena kegiatan pengadaan sarana
prasarana telah selesai seluruhnya dilaksanakan. Sebanding dengan
kenaikan anggaran TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2023,

realisasi belanja modal TA 2024 lebih tinggi dari realisasi TA 2023.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan sumber dana pada Satuan Kerja
BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri dari:

1.

Rupiah Murni

Pagu anggaran untuk Belanja dari Rupiah Murni adalah Rp30.302.311.000,00
dan realisasi Belanja dari Rupiah Murni sampai dengan TA 2024 sebesar Rp
30.241.275.973,00 atau 100% dari alokasi belanja yang dianggarkan.

. PNBP

Pagu anggaran untuk Belanja dari PNBP adalah Rp0,00 dan realisasi Belanja
dari PNBPP sampai dengan TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari alokasi
belanja yang dianggarkan.

. Hibah Luar Negeri (hanya ada pada Satker Setjen)

Pagu anggaran untuk Belanja dari Hibah Luar Negeri adalah Rp0,00 dan
realisasi Belanja dari Hibah Luar Negeri sampai dengan TA 2024 sebesar
Rp0,00 atau 0,00% dari alokasi belanja yang dianggarkan.

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Per 31 Desember
2024 adalah sebagai berikut:
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B.2.2.1.1

Belanja
Pegawai
Rp10.658,39
juta

Tabel 10
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Kode Uraian Anggaran Semula Anggaran Setelah Revisi Realisasi Belanja

Belanja Pengembalian Belanja Neto
Belanja

1 2 3 4 5 6 7=5-6
01 |RUPIAH MURNI

51 Belanja Pegawai 10.938.101.000 10.661.363.000 10.668.108.030 9.715.739 10.658.392.291
52 Belanja Barang 18.979.569.000 18.783.409.000 18.784.729.067 58.430.837 18.726.298.230
53 |Belanja Modal 661.379.000 857.539.000 856.585.452 - 856.585.452

JUMLAH RUPIAH 30.579.049.000 30.302.311.000 30.309.422.549 68.146.576 30.241.275.973
MURNI

o0a |pnBP

51 |Belanja Pegawai

52 |Belanja Barang

53 |Belanja Modal
JUMLAH PNBP

09 |HIBAH LUAR
NEGERI
51 |Belanja Pegawai

52 |Belanja Barang

53 |Belanja Modal
JUMLAH HIBAH
LUAR NEGERI

TOTAL 30.579.049.000 30.302.311.000 30.309.422.549 68.146.576 30.241.275.973

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan
Pendukung Lampiran 2 dan 3)

Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai adalah Rp10.661.363.000,00 dan realisasi

Belanja Pegawai TA 2024 sebesar 10.658.392.291,00 atau 99,97% dari alokasi

Belanja Pegawai yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp Rp2.970.709,00

tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat kekurangan gaji bulan November dan Desember karena kenaikan
jabatan dalam jabatan fungsional Pemeriksa a.n Anita Irma senilai
Rp645.005,00;

2. Terdapat kekurangan gaji bulan Desember karena pengangkatan kembali
pada jabatan fungsional pemeriksa a.n Dani Indra senilai Rp1.221.858,00;

3. Terdapat kekurangan gaji bulan Desember karena kenaikan pangkat
Jabatan Fungsional a.n Kortina Gultom dkk (8 pegawai) senilai
Rp1.049.289,00.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp10.658.392.291,00 dan Rp9.756.922.549,00 Realisasi belanja TA 2024

mengalami kenaikan sebesar 9,24% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain
oleh:

1. Kenaikan pangkat para pegawai, kenaikan gaji berkala para pegawai dan
kenaikan peran para pemeriksa pemeriksa BPK dalam jabatan fungsional
pemeriksa;

2. Adanya penyesuaian kenaikan gaji pokok PNS sesuai Perpres No 10 tahun
2024;

3. Adanya penambahan tunjangan fungsional bagi pegawai yang diangkat
dalam jabatan fungsional pemeriksa.
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B.2.2.1.2

Belanja
Barang
Rp18.726,29
juta

sebagai berikut:

Tabel 11

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah

Kode

Uraian
Akun

TA 2024

TA 2023

Kenaikan / (Penurunan)

Rp

%

5111 |Belanja gaji &
tunjangan PNS

10.407.367.498

9.699.983.589

707.383.909

7,29%

5116 [Belanja gaji & 60.772.532 8.033.930 52.738.602| 656,45%
tunjangan PPPK

5122 [Belanja Lembur 199.968.000 77.987.000 121.981.000| 156,41%

Realisasi Belanja Bruto 10.668.108.030 9.786.004.519 882.103.511 9,01%

Pengembalian Belanja 9.715.739 29.081.970 (19.366.231)| -66,59%

Jumlah Netto

10.658.392.291

9.756.922.549

901.469.742

9,24%

Rp6.216,00;

c. Pengembalian Belanja (511121) Belanja Tunj. Suami/lstri PNS

Rp181.445,00;

d. Pengembalian Belanja (511122)

Rp72.578,00

e. Pengembalian Belanja (511123) Belanja Tunj. Struktural PNS

Rp540.000,00;

f. Pengembalian Belanja (511124) Belanja Tunj. Fungsional PNS
Rp6.920.000,00;
g. Pengembalian Belanja (511126) Belanja Tunj.

Rp181.050,00.

Belanja Barang

(511111) Belanja Gaji

Belanja Tunj.

Anak PNS

Beras PNS

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp9.715.739,00

terdiri dari:

a. Pengembalian Belanja
Rp1.814.450,00;

b. Pengembalian Belanja (511119) Belanja Pembulatan Gaji PNS

Pokok PNS sebesar

sebesar

sebesar

sebesar

sebesar

sebesar

sebesar

Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp 18.783.409.000,00 dan realisasi
Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp 18.726.298.230,00 atau 99,70 % dari alokasi
Belanja Barang yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp57.110.770,00 tidak
terealisasi merupakan akumulasi sisa saldo anggaran pada masing-masing
subbagian yang tidak memungkinkan untuk dilakukan revisi optimalisasi

anggaran.

Realisasi belanja barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar
Rp18.726.298.230,00 dan Rp 17.522.538.815,00.
Realisasi belanja sampai dengan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,87%

dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

a. Kenaikan standar biaya umum dan adanya kenaikan nilai/harga barang;

b. Kenaikan kebutuhan operasional untuk menunjang kegiatan pemeriksaan

dan seiring dengan kenaikan jumlah pegawai;
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Kenaikan realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang
kegiatan pemeriksaan seiring dengan kenaikan jumlah pegawai;

Kenaikan realisasi perjalanan dinas untuk menunjang kegiatan
pemeriksaan seiring dengan kenaikan jumlah pegawai dan;

Laju inflasi yang didorong oleh kenaikan BBM.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah
sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Kode Kenaikan (Penurunan)
Uraian TA 2024 TA 2023

Akun (Rp) %

5217 |Belania Barang (226.272.428)| -27,88
Operasional 585.324.709 811.597.137

5212 |Belanja Barang Non 412.038.582 | 14,46
Operasional 3.260.851.663 2.848.813.081
B jaB

5218 |Belania Barang 34.372.983 | 18,60
Persediaan 219.171.252 184.798.269

5221 |Belanja Jasa 1.002.628.524 1.217.689.678 (215.061.154)| -17,66

5231 |Belanja Pemeliharaan 2.450.204.397 2.032.705.432 417.498.965 20,54

5241 |B€lania Perjalanan 766.897.967 | 7,34
Dalam Negeri 11.208.117.685 10.441.219.718

Jumlah Belanja Bruto 18.726.298.230 17.536.823.315 1.189.474.915 6,78

Realisasi Pengembalian Belanja Barang TA 2024 adalah sebesar Rp58.430.837,00
terdiri dari:

a.

Pengembalian belanja (521219) Belanja Barang Non Operasional Lainnya
sebesar Rp7.508.000,00;

Pengembalian belanja (522112) Belanja Langganan Telepon sebesar
Rp4.901.737,00;

Pengembalian belanja (524111) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar
Rp46.021.100,00.

Realisasi Belanja Barang (52) TA 2024 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah
sebesar Rp517.111.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

1
2
3

Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin Rp 7.215.000
Kapitalisasi pada Irigasi Rp 18.500.000
Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan Rp 491.396.400

JUMLAH Rp 517.111.400

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada
Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 29)
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B.2.2.1.3

Belanja
Modal
Rp856,59
juta

B.2.2.1.3.2

Belanja Modal

Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp857.539.000,00 dan realisasi
Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp856.585.452,00 atau 99,89% dari alokasi
Belanja Modal yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp953.548,00 tidak
terealisasi antara lain disebabkan oleh perbedaan estimasi harga pada saat
penganggaran dengan saat pelaksanaan belanja.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar
Rp856.585.452,00 dan Rp702.574.053,00.
Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,92%% dari TA 2023.
Hal ini disebabkan antara lain oleh Kebutuhan sarana Gedung dan Bangunan
untuk mendukung kegiatan-kegiatan di kantor.
Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah
sebagai berikut:
Tabel 13
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Kode Uraian TA>024 A0z Kenaikan (Penurunan)
Akun (Rp) %
Belanja Modal
5321 [Peralatan dan 856.585.452 702.574.053 154.011.399 21,92
Mesin
Realisasi Belanja Bruto 856.585.452 702.574.053 154.011.399 21,92
Pengembalian Belanja - - -
Jumlah Netto 856.585.452 702.574.053 154.011.399 21,92

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Rp
857.539.000,00 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024
sebesar Rp 856.585.452,00 atau 99,89% dari alokasi belanja modal yang
dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp953.548,00 tidak terealisasi antara lain
disebabkan oleh perbedaan estimasi harga pada saat penganggaran dengan saat
pelaksanaan belanja.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah
masing-masing sebesar Rp856.585.452,00 dan Rp702.574.053,00 Realisasi
belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,92% dari TA 2023. Hal ini
disebabkan oleh penambahan peralatan dan mesin berupa alat studio,
komunikasi dan pemancar sebagai fasilitas gedung.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan
TA 2023 adalah sebagai berikut:
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B.2.3.

Realisasi
Pembiayaan
Pemerintah
Pusat pada
Satker
Rp0,00 juta

Tabel 14
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

: Kenaikan / (Penurunan)
Uraian TA 2024 TA 2023

Rp %
Alat Bengkel Tak Bermesin Rp 20.128.000 -20.128.000| -100,00
Alat Kantor Rp 26.231.952 | Rp 36.303.525 -10.071.573| -27,74
Alat Rumah Tangga Rp 262.867.500 [ Rp  263.172.620 -305.120 -0,12
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | Rp 309.230.000 | Rp 90.792.000 218.438.000| 240,59
Komputer Unit Rp  186.445.000 -186.445.000| -100,00
Peralatan Komputer Rp 258.256.000 | Rp 97.773.708 160.482.292| 164,14
Peralatan Olahraga Rp 4.660.200 -4.660.200| -100,00
Unit Alat Laboratorium 3.299.000 -3.299.000| -100,00
Realisasi Belanja Bruto 856.585.452 702.574.053 154.011.399 21,92
Pengembalian Belanja 0 0 0 0,00
Jumlah Netto 856.585.452 702.574.053 154.011.399 21,92

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali,
penerimaan kembali atas pengeluaran pembiayaan tahun-tahun anggaran
sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan pembiayaan tahun-tahun
anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/ atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahuntahun anggaran berikutnya.

Tidak terdapat realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 Pada satker
BPK Perwakilan Provinsi Riau.
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C.2.
C.2.1.

Aset Lancar
Rp93,94 juta

PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 adalah sebagai berikut:
Tabel 15

Komposisi Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)
Uraian TA 2024 TA 2023 %
Aset 100.812.187.544 101.615.124.396 (0,79)
Kewajiban 205.047.861 181.757.528 12,81
Ekuitas 100.607.139.683 101.433.366.868 (0,81)

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.812.187.544,00 terdiri
dari Aset Lancar sebesar Rp93.939.063,00, Aset Tetap sebesar
Rp100.658.701.853,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp59.546.628,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp205.047.861,00 yang
seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.607.139.683,00.
(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4)
PENJELASAN PER POS NERACA

ASET LANCAR

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah
masing-masing sebesar Rp93.939.063,00 dan Rp112.082.270,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)
No Uraian TA 2024 TA 2023
1 |Kas Lainnya dan Setara Kas 24.050 -
2 |Piutang Bukan Pajak 68 12.197.214

Penyisihan Piutang Tidak
3 Tertagih - Piutang Bukan Pajak - (60.986)

4 |Persediaan 93.914.945 99.946.042

Total 93.939.063 112.082.270
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C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31

Bendahara Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24.050,00 dan Rp0,00, terjadi

Pengeluaran  enaikan sebesar Rp24.050,00 atau 100,00%. Kas di Bendahara

Rp0,02 juta Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung
jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum
dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per
tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No. Keterangan TA 2024 TA 2023

1. |Kas di Bendahara Pengeluaran 24.050

2. |Kas di Bendahara Pengeluaran TUP -

Total 24.050

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024
berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

Keterangan 31 Desember 2024| 31 Desember 2023
Uang di Rekening Bank BNI No. Acc. )
9890034507801000
Uang Tunai 24.050

Uang Muka/Voucer -

Kuitansi UP yang belum di SPM GU -
Saldo TUP -

Jumlah Kasyg dikuasai sesuali
LPJ Bendahara Pengeluaran

BP LS Bendahara -
BP Pajak 24.050
BP Lain-lain -

Koreksi Transaksi KKP -

24.050

Pembulatan -

Jumlah Kas di Bendahara

24.050
Pengeluaran (UP)
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C.2.1.2.

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,00 juta

C.2.13.

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0,02
juta

C.2.1.4.

Belanja
Dibayar di
Muka
(Prepaid)
Rp0,00 juta

Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023”

Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 masing-masing sebesar Rp24.050,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan
sebesar Rp24.050,00 atau 100,00%.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah
tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP,
baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No Keterangan TA 2024 TA 2023

a |Pendapatan yang ada di Bendahara

Pengeluaran - -
b |Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya - -
c |DanaPihak Ketiga - -
d |UtanglangkaPendek Lainnya - -
1 |Pajakyangbelum disetor ke Kas Negara 24.050 -
Total Utang Jangka Pendek Lainnya (d) 24.050 -
TOTAL (a+b+c+d) 24.050 -

Terhadap saldo Kas Lainnya dan Setara Kas telah dilakukan penyetoran ke

kas negara pada tanggal 6 Januari NTPN

7A28731GSTRUVV63

2025 dengan nomor

(Rincian penyetoran ke kas negara dan pembayaran kepada pihak lain
atas saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dapat dilihat
pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 27)

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Tidak terdapat saldo Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023
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C.2.1.5.

Uang Muka
Belanja
Rp0,00 juta

C.2.1.6.

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp0,00 juta

C.2.1.7.

Piutang
Bukan Pajak
Rp0,000068
juta

C.2.1.8.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih —
Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00 juta

Uang Muka Belanja (Prepayment)

“Tidak terdapat saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023”

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

“Tidak terdapat saldo Pendapatan Yang Masih harus Diterima per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023”

Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
masing-masing sebesar Rp68,00 dan Rp12.197.217,00, terjadi kenaikan
sebesar Rp12.197.214,00 atau 99,99%. Piutang Bukan Pajak per 31
Desember 2024 adalah piutang yang berasal dari belanja pembulatan gaji
bulan Desember 2024 yang belum disetor akibat kekurangan pembayaran
gaji bulan Desember karena kenaikan pangkat pegawai pada bulan
November 2024.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai
berikut:
Tabel 19
Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)
No Keterangan TA 2024 TA 2023
Piutang PNBP - -
2 |Piutanglainnya 68 12.197.214
Jumlah 68 12.197.214

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Bukan Pajak

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Bukan
Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
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C.2.1.9.

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00 juta

C.2.1.10.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00 juta

C.2.1.11.

Persediaan
Rp93,91 juta

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)

Tidak  terdapat saldo  Bagian Lancar  Tagihan  Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

“Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023”

Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-
masing sebesar Rp93.914.945,00 dan Rp99.946.042,00, terjadi penurunan
sebesar Rp6.031.097,00 atau 6,03%. Persediaan merupakan jenis aset
dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca
yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada
tabel berikut ini:

Tabel 20
Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No Jenis Persediaan TA 2024 TA 2023
1 |Barang Konsumsi 13.029.000 41.913.400
Persediaan Lainnya 80.885.945 58.032.642
TOTAL 93.914.945 99.946.042

Persediaan tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional Satuan
Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam kondisi baik.
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Rincian penambahan dan pengurangan nilai Persediaan adalah sebagai

berikut:
Tabel 21
Rincian Mutasi Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)
Jenis Transaksi Nilai

Saldo per 31 Desember 2023 99.946.042
Mutasi Tambah (disesuaikan dengan kondisi satker)
Pembelian 219.171.252

Total Mutasi Tambah 219.171.252
Mutasi Kurang (disesuaikan dengan kondisi satker)
Habis Pakai 225.202.349

Total Mutasi Kurang 225.202.349
Saldo per 31 Desember 2024 93.914.945

(Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada
Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 23)

C.2.2. ASETTETAP

Aset Tetap Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-
Rp100.658,70 masing sebesar Rp100.658.701.853,00 dan Rp101.448.954.322,00. Aset
Juta Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 22
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No. Uraian TA 2024 TA 2023

1 |Tanah 65.943.108.000 65.943.108.000
2 |Peralatan dan Mesin 30.712.898.818 29.824.263.366
3 |Gedung dan Bangunan 33.810.974.250 33.319.577.850
4 |Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.364.531.493 7.346.031.493
5 |Aset Tetap Lainnya 236.412.733 236.412.733
6 |Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
Jumlah 138.067.925.294 136.669.393.442

7 |Akumulasi Penyusutan (37.409.223.441) 35.220.439.120
Nilai Buku Aset Tetap 100.658.701.853 101.448.954.322

C.2.2.1 Tanah

Tanah Nilai Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
Rp65.943,11  sebesar Rp65.943.108.000,00 dan Rp65.943.108.000,00, saldo tetap.

juta Rincian saldo Tanah per jenis barang adalah sebagai berikut:
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: Kuantitas Nilai
No Jenis Barang

(M2) (Rp)
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan | 4.163 10.302.633.000
2 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I| - -
3 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan IlI - -
4 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama 2.882 3.021.348.000
5 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 6.575 52.619.127.000
6 Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan -
Total 13.620 65.943.108.000

(Rincian mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan tanah dapat dilihat
dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 37)

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Mesin masing-masing sebesar Rp30.712.898.818,00 dan Rp29.824.263.366,00,
,f?p30. 712,89 terjadi kenaikan sebesar Rp888.635.452,00 atau 2,98%.

juta

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin adalah
sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi Nilai
Saldo per 31 Desember 2023 29.824.263.366
Mutasi Tambah :
Penambahan Saldo Awal -
Pembelian 586.585.452
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi 270.000.000
Transfer Masuk 24.835.000
Perolehan Lainnya 7.215.000
Transaksi Normalisasi Aset Tetap -
Reklasifikasi Masuk 7.215.000
Total Mutasi Tambah 895.850.452
Mutasi Kurang :
Penghapusan -
Transfer Keluar
Reklasifikasi Keluar 7.215.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan -
Total Mutasi Kurang 7.215.000
Total Mutasi 888.635.452
Saldo per 31 Desember 2024 30.712.898.818
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024 28.313.676.280
Nilai Buku per 31 Desember 2024 2.399.222.538

Mutasi Tambah sebesar Rp888.635.452,00 berasal dari:
1. Pembelian sebesar Rp856.585.452,00 merupakan Alat Kantor dan
Alat Rumah Tangga sebanyak 77 unit, Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar sebanyak 16 dan Komputer sebanyak 13 unit.
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2. Konstruksi Dalam Pengadaan sebesar Rp270.000.000,00 merupakan
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebanyak 1 unit

3. Transfer masuk sebesar Rp24.835.000,00 merupakan transfer barang
dari satker Setjen berupa Alat Komputer sebanyak 1 unit.

4. Perolehan Lainnya dari kapitalisasi atas Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan pada Alat Khusus Kepolisian jumlah barang 1 unit
dengan nilai sebesar Rp7.215.000,00.

5. Mutasi kurang berupa reklasifikasi keluar akibat kesalahan
pengelompokan barang saat transaksi pencatatan Perolehan Lainnya
Kapitalisasi dari Alat Khusus Kepolisian jumlah barang 1 unit dengan
nilai sebesar Rp7.215.000,00 dan reklasifikasi masuk pada kelompok
barang yang seharusnya vyaitu 1 wunit Alat Bantu sebesar
Rp7.215.000,00

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja adalah
sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

Transaksi Nilai
Pembelian 586.585.452
Konstruksi Dalam Pengerjaan 270.000.000
Kapitalisasi 7.215.000
Total 863.800.452

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember
2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun Uraian Jumlah
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 856.585.452

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan -
dan Mesin

Total 856.585.452
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C.2.2.3.

Gedung dan
Bangunan
Rp33.810,97
juta

Rincian nilai Peralatan dan Mesin per jenis barang adalah sebagai berikut:

; Kuantitas Nilai
No Jenis Barang .
(Unit) (Rp)
1 M eja Kerja Kayu 6 17.896.720
2 Rak Besi 8 11992.000
3 Video Wall 1 270.000.000
4 Televisi 3 45.817.550
5 Handheld Trace Detector 2 6.982.952
6 |Workstation 3 9.411.200
7 Locker 3 7.257.000
8 Camera Conference 6 19.800.000
9 A.C. sentral 4 125.063.730
10 |A.C.split 1 7.665.300
11 |Tablet PC 1 9.996.000
12 |Kursi Besi/Metal 46 55.614.000
13 |Alat berat katrol 1 7.215.000
14 |[NoteBook 1 24.835.000
15 |Uninterruptible Power Supply (UPS) 10 19.430.000
16 |Scanner (Peralatan Personal Komputer) 5 164.960.000
17 |Printer (Peralatan Personal Komputer) 4 16.400.000
18 |Exhause Fan 1 1399.000
19 |[P.c unit 3 66.900.000
Total 109 888.635.452

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 masing-masing sebesar Rp 33.810.974.250,00 dan Rp
33.319.577.850,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 491.396.400,00 atau
1,47%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan

adalah sebagai berikut:

Tabel 24

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi

Nilai

Saldo per 31 Desember 2023

33.319.577.850

Mutasi Tambah:

Koreksi Susulan 491.396.400
Total Mutasi Tambah 491.396.400

Mutasi Kurang:
Koreksi Pencatatan Nilai -
Transfer Keluar -
Reklasifikasi Keluar -
Total Mutasi Kurang -
Total Mutasi 491.396.400

Saldo per 31 Desember 2024

33.810.974.250

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember

5.502.261.878

Nilai Buku per 31 Desember 2024

28.308.712.372
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Mutasi Tambah sebesar Rp491.396.400,00,00 berasal Koreksi Susulan
akibat kapitalisasi dari kegiatan pemeliharaan Gedung dan bangunan
sebesar 491.396.400,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapitalisasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar
Rp144.701.820,00  atas Pekerjaan Pemeliharaan Kantor
(Pemeliharaan Toilet Wanita Lantai 3) sesuai BAST No.
02/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/03/2024 Tanggal 22 Maret 2024 dan BAP
No. 02/BAP/LPSP I/XVIII.PEK/03/2024 Tanggal 22 Maret 2024.

2. Kapitalisasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar
Rp124.147.558,00 atas Pekerjaan Pemeliharaan Kantor
(Pemeliharaan Rak Arsip Balkon pada Ruang Arsip Lt. 1) sesuai BAST
No.05/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/06/2024 Tanggal 23 Juni 2024 dan BAP
No. 05/BAP/LPSPI/XVIII.PEK/06/2024 Tanggal 23 Juni 2024.

3. Kapitalisasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar
Rp87.526.830,00 atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
(Pemeliharaan Rak Arsip Balkon Sisi Kanan) sesuai BAST
No.06/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/09/2024 Tanggal 22 September 2024
dan BAP N o. 06/BAP/LPSPI/XVIII.PEK/09/2024 Tgl 22 September
2004.

4. Kapitalisasi pada Bangunan Gedung Pertemuan Permanen sebesar
Rp135.020.192,00 atas Pekerjaan Pemeliharaan Kantor (Toilet
Auditorium, Gedung Kantor,dan Ruang Kuantan) sesuai BAST
No.03/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/05/2024 Tgl 27 Mei 2024 dan BAP No.
03/BAP/LPSPI/XVIII.PEK/05/2024 Tgl 28 Mei 2024

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per jenis barang adalah sebagai

berikut:
(dalam Rupiah)

No Jenis Barang Kt:;r:‘tii:)as I(\I':I:)i
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 20.067.295.245
2 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 1 95.805.600
3 Bangunan Gedung Instalasi Lainnya 1 320.327.000
4 |Bangunan Gedung Tempatlbadah Permane 1 546.003.577
5 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 1 3.490.386.022
6 |Gedung Pos Jaga Permanen 3 69.412.000
7 Kanopi 1 181.010.000
8 |[Bangunan Parkir Terbuka Permanen 2 124.988.600
9 |Taman Permanen 1 35.778.000
10 |Rumah Negara Golongan | Tipe B Permanen 2 1.501.742.892
11 |Rumah Negara Golongan | Tipe CPermanen 3 468.112.790
12 |Rumah Negara Golongan | Tipe D Permanen 8 1.731.704.624
13 RMue";:/Z:';ii;a Golongan Il Berupa 2 3.531.086.000
14 |Pagar Permanen 5 1.647.321.900

Total 32 33.810.974.250
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C.2.24.

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp7.364,53
juta

C.2.24.1.

C.2.24.2.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 masing-masing sebesar Rp 7.364.531.493,00 dan Rp
7.346.031.493,00, terjadi kenaikan sebesar Rp18.500.000,00 atau 0,25%.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebagai
berikut:

Tabel 25
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No Keterangan TA 2024 TA 2023
1 |Jalan dan Jembatan 80.582.000 80.582.000
Irigasi 1.728.617.000 1.728.617.000
3 |Jaringan 5.555.332.493 5.536.832.493
Jumlah 7.364.531.493 7.346.031.493

Jalan dan Jembatan

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
masing-masing sebesar Rp80.582.000,00 dan Rp80.582.000,00, tidak
terjadi kenaikan/penurunan.

Rincian saldo Jalan dan Jembatan per jenis barang adalah sebagai berikut:

X Kuantitas Nilai
No Jenis Barang .
(Unit) (Rp)
1 [Jalan Khusus Komplek 1 80.582.000
Total 1 80.582.000
Irigasi

Nilai Irigasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
sebesar Rp1.728.617.000,00 dan Rp1.728.617.000,00, tidak terjadi
kenaikan/penurunan.

Rincian nilai Irigasi per jenis barang adalah sebagai berikut:

A Kuantitas Nilai
No Jenis Barang .
(Unit) (Rp)
1 Saluran Drainage 1 256.299.000
2 Bangunan Hidran Umum 8 12.712.000
3 Bak Penyimpanan/Tower Air Baku 1 59.594.000
4 Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya 1 1.292.406.000
Bak Penampung/Kolam/ Menara 9 107.606.000
5 |Penampungan
Total 20 1.728.617.000
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C.2.2.4.3. Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-
masing sebesar Rp5.555.332.493,00 dan Rp5.536.832.493,00, terjadi
kenaikan sebesar Rp18.500.000,00 atau 0,33%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jaringan adalah sebagai

berikut:
Tabel 26
Rincian Mutasi Jaringan
Per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)
Jenis Transaksi Nilai
Saldo per 31 Desember 2023 5.536.832.493
Mutasi Tambah:
Perolehan Lainnya 18.500.000
Total Mutasi Tambah 18.500.000

Mutasi Kurang:
Transfer Keluar -
Total Mutasi Kurang -

Total Mutasi 18.500.000
Saldo per 31 Desember 2024 5.555.332.493
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024 2.913.547.156
Nilai Buku per 31 Desember 2024 2.641.785.337

Penambahan Jaringan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai

berikut:
(dalam Rupiah)
Transaksi Nilai
Pembelian -
Perolehan Lainnya 18.500.000
Total 18.500.000

Mutasi Tambah sebesar Rp18.500.000,00 berasal dari:

1. Perolehan lainnya atas kapitalisasi dari belanja pemeliharaan Gedung
dan bangunan senilai Rp18.500.000,00 atas Pekerjaan Pemeliharaan
Kantor (Pemeliharaan Rak Arsip Balkon pada Ruang Arsip Lt. 1) sesuai
BAST No.05/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/06/2024 Tanggal 23 Juni 2024 dan
BAP No. 05/BAP/LPSPI/XVIII.PEK/06/2024 Tanggal 23 Juni 2024.

Penambahan Jaringan sebesar Rp18.500.000,00 tersebut bersumber dari
realisasi belanja sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

Kode Akun Uraian Jumlah
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.500.000
Total 18.500.000
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C.2.2.5.

Aset Tetap
Lainnya
Rp236,41 juta

C.2.25.1.

Rincian saldo Jaringan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No BT Kuantitas Nilai

(Unit) (Rp)
1 |Instalasi Air Kotor Lainnya 1 22.919.600,
2 |Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang 1 688.007.636,
3 Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang 1 1.279.405.481,
4 |Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya Lainnya 3 385.212.738,
5 |Instalasi AC 3| 565.713.256,
6 |Instalasi Komputer 1 11.142.450,
7 |Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA 1 1.405.808.897,
8 |Instalasi Lain-lain 10 626.230.020,
9 |Jaringan Telepon Diatas Tanah Lainnya 1 187.205.815,
10 [Jaringan Listrik Lainnya 2| 383.686.600,

Total 24 5.555.332.493

Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

masing-masing

sebesar

Rp236.412.733,00 dan

Rp236.412.733,00

merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No Keterangan TA 2024 TA 2023
1 [AsetTetap dalam Renovasi - -
2 |AsetTetap Lainnya 236.412.733 236.412.733
Total 236.412.733 236.412.733

Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

masing-masing sebesar Rp236.412.733,00 dan Rp236.412.733,00, tidak
terjadi kenaikan/penurunan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per jenis barang adalah sebagai berikut:

) Kuantitas Nilai
No Jenis Barang .

(Unit) (Rp)
1 |Monografi 2.389 219.380.733
2 |Bahan Kartografi Lainnya 3 2.850.000
3 |Lukisan Cat Minyak 5 12.825.000
4 |Buku Lainnya 34 1.357.000
Total 2.397 235.055.733
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C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi “Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024
Dalam dan 31 Desember 2023”
Pengerjaan
Rp0,00 juta

C.2.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Akumulasi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31
Penyusutan Desember 2023 masing-masing sebesar Rp37.409.223.441,00 dan
Aset Tetap Rp35.220.439.120,00, terjadi kenaikan sebesar Rp2.188.784.321,00 atau
Rp37.409,22

. 6,21%.
juta

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap
yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain
Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024
adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)
Nilai Buku

Akumulasi
Penyusutan

No. Aset Tetap Nilai Perolehan

65.943.108.000

Tanah

Rp 65.943.108.000

Rp -| Rp

Peralatan dan Mesin

Rp 30.712.898.818

-Rp 28.313.676.280

Rp 2.399.222.538

Gedungdan
Bangunan

Rp 33.810.974.250

-Rp  5.502.261.878

Rp 28.308.712.372

JalanIrigasidan
Jaringan

Rp 7.364.531.493

-Rp 3.593.285.283

Rp 3.771.246.210

Aset Tetap Lainnya

Rp 236.412.733

Rp -

Rp 236.412.733

Total

Rp138.067.925.294

-Rp 37.409.223.441

Rp 100.658.701.853

Sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang
Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK
Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor
94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa
Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset
tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan
penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester |
Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap
dimaksud.

(Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan dapat dilihat
dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 16 dan 17)
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C.2.3.

C.23.1
Properti
Investasi
Rp0,00 juta

C.2.4.

Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,00 juta

C.2.4.1.

Piutang
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00 juta

C.2.4.2.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih —
TP/TGR
Rp0,00 juta

C.2.5.

Aset Lainnya
Rp59,55 juta

PROPERTI INVESTASI
Properti Investasi

Tidak terdapat saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023.

PIUTANG JANGKA PANJANG

Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tidak terdapat saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023.

ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-
masing sebesar Rp59.546.628,00 dan Rp54.087.804,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke
dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Rincian Aset Lainnya pada satuan BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 29
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No Uraian TA 2024 TA 2023
1 Aset Tak Berwujud 413.239.090 457.239.090
Dana Yang Dibatasi 59.546.628 54.087.804
3 Aset Lain-Lain - -
Jumlah 472.785.718 511.326.894
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset 413.239.090 457.239.090

Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya 59.546.628 54.087.804
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C.2.5.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Berwujud masing-masing sebesar Rp413.239.090,00 dan Rp457.239.090,00. Aset
Rp413,24

Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan dimiliki,
tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada satuan kerja
BPK Perwakilan Provinsi Riau berupa Software, Lisensi, dan Aset Tak

juta

Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 30
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)
No. Keterangan TA 2024 TA 2023
1. |Software 310.475.000 354.475.000
Lisensi 102.764.090 102.764.090
Aset Tak Berwujud lainn - -
Total 413.239.090 457.239.090

(Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan-Aset Tak Berwujud dapat
dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 14)

C.2.5.1.1. Software

Saldo Software per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-
masing sebesar Rp310.475.000,00 dan Rp354.475.000,00, terjadi
penurunan sebesar Rp44.000.000,00.

Rincian penambahan dan pengurangan Software adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Mutasi Software
Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)
Jenis Transaksi Nilai
Saldo per 31 Desember 2023 354.475.000
Mutasi Tambah:
Total Mutasi Tambah -
Mutasi Kurang:
Penghapusan 44.000.000
Total Mutasi Kurang 44.000.000
Total Mutasi (44.000.000)
Saldo per 31 Desember 2024 310.475.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024 310.475.000
Nilai Buku per 31 Desember 2024 -

CalK Neraca — Halaman 58



Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang

Berakhir 31 Desember 2024 (Audited)

C.2.5.1.2.

C.2.5.2.

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaan
nya Rp59,55

juta

Mutasi Kurang sebesar Rp44.000.000,00 merupakan penghapusan
software yang sudah tidak lagi digunakan.

Lisensi

Nilai Lisensi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
Rp102.764.090,00 dan Rp102.764.090,00, tidak
kenaikan/penurunan.

sebesar terjadi

Rincian penambahan dan pengurangan Lisensi adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Mutasi Lisensi
Per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi
Saldo per 31 Desember 2023

Nilai
102.764.090

Mutasi Tambah:

Pembelian -

Pengembangan Nilai Aset -

Total Mutasi Tambah -

Mutasi Kurang:

Transfer Keluar -

Total Total Kurang -

Total Mutasi -

Saldo per 31 Desember 2024 102.764.090
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember
2024

102.764.090
Nilai Buku per 31 Desember 2024 -

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31
2023 masing-masing sebesar Rp59.546.628,00 dan
Rp54.087.804,00, terjadi kenaikan sebesar Rp5.458.824,00 atau 10.09%.

Desember

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Kas dan Setara Kas
Lainnya yang teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya,
dan diklasifikasikan serta diakui sebagai Aset Lainnya.

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024
seluruh Dana di Penampungan-
Kementerian/Lembaga untuk Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan pada
Akhir Tahun Anggaran yaitu kontrak jasa kebersihan (Cleaning service)
termin 12 bulan Desember 2024 per 31 Desember 2024 dengan rincian
sebagai berikut:

merupakan Rekening

1. Pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir
tahun anggaran sebesar Rp59.546.628,00.
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C.2.5.4.

Akumulasi
Penyusutan/

Amortisasi
Aset Lainnya
Rp37.822,46

juta

C.2.6.

Kewajiban
Jangka
Pendek
Rp210,89
juta

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp37.822.462.531,00
dan Rp35.677.678.210,00, terjadi kenaikan sebesar Rp2.144.784.321,00
atau 6,01%.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan disajikan berdasarkan
pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Khusus Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan
akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang
berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat
dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember
2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)
Akumulasi
No. Aset Lainnya Nilai Perolehan Nilai Buku

Penyusutan

1 [AsetTak 457.239.090 310.475.000 | 146.764.090

Berwujud
2 |Aset lLain-lain - - -
Jumlah Aset Lainnya 457.239.090 310.475.000 146.764.090

KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 masing-masing sebesar Rp210.896.008,00 dan Rp181.757.528,00.

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban vyang
diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada satuan kerja BPK Perwakilan
Provinsi Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada
tabel berikut ini:
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Tabel 34
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

C.2.6.1.

(dalam Rupiah

No. Uraian TA 2024 TA 2023
1 [Utang Kepada Pihak Ketiga 180.827.671,00| 179.420.405,00
2 |Utang Yang Belum Ditagihkan - -
3 |Hibah Yang Belum Disahkan - -
4 |Utang Kelebihan Pembayaran - -
5 |Pendapatan Diterima dimuka 30.044.287,00 2.337.123,00
6 |Uang Muka dari KPPN - -
7 |Utanglangka Pendek Lainnya 24.050,00 -
Jumlah| 210.896.008,00| 181.757.528,00

Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
Kepada 2023 masing-masing sebesar Rp180.827.671,00 dan Rp179.420.405,00,
Pihak Ketiga  toriadi kenaikan sebesar Rp1.407.266,00 atau 0,78%.

Rp180,83

juta Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar

dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak

ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp180.827.671,00 terdiri

dari:
Tabel 35
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)
Akun Keterangan TA 2024 TA 2023
212111 |Belanja Pegawai yang Masih 59.213.899 69.969.683
Harus Dibayar
212112 |Belanja Barangyang Masih Harus 62.067.144 55.362.918
Dibayar
212113 |Belanja Modal yang Masih Harus -
Dibayar
212191 |Utang Kepada Pihak Ketiga 59.546.628 54.087.804
Lainnya
212192 |Dana Pihak Ketiga -
Jumlah 180.827.671 179.420.405

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah
sebagai berikut:
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Tabel 36
Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

(dalam Rupiah)
Jenis Transaksi Nilai
Saldo per 31 Desember 2023 179.420.405
Mutasi Tambah : (disesuaikan dengan kondisi satker)
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar 59.213.899
Belanja Barang yang masih harus dibayar 62.067.144

Belanja Modal yang masih harus dibayar
Utang kepada pihak ketiga lainnya 59.546.628
Dana Pihak Ketiga

Total Mutasi Tambah 180.827.671
Mutasi Kurang : (disesuaikan dengan kondisi satker)
Pembayaran Belanja Pegawai yang masih harus dibayar 69.969.683
Pembayaran Belanja Barang yang masih harus dibayar 55.362.918

Pembayaran Belanja Modal yang masih harus dibayar
Utang kepada pihak ketiga lainnya 54.087.804
Dana Pihak Ketiga

Total Mutasi Kurang 179.420.405
Total Mutasi 1.407.266
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 180.827.671

Mutasi tambah sebesar Rp180.827.671,00 berasal dari:

1. Adanya kekurangan pembayaran gaji/uang makan/TKPK/tunjangan
beras pegawai yang belum dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp
Rp59.213.899,00.

2. Adanya belanja barang berupa listrik/telepon/air/internet yang belum
dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.067.144,00.

3. Adanya hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan berupa
Kontrak Jasa Kebersihan (cleaning service) termin 12 bulan Desember
2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.546.628,00.

Mutasi kurang sebesar Rp179.420.405,00 berasal dari:

1. Adanya pembayaran kekurangan gaji/uang makan/TKPK/tunjangan
beras yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp69.969.683,00.

2. Adanya pembayaran kekurangan Belanja Barang yang berasal dari
periode sebelumnya sebesar Rp55.362.918,00.

3. Adanya pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa kontrak jasa
kebersihan (Cleaning service) termin 12 bulan Desember 2023 per 31
Desember 2023 sebesar Rp54.087.804,00.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar
Rp180.827.671,00 terdiri dari:
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1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp59.213.899,00.
meliputi:

a. Kekurangan Gaji November Desember karena Kenaikan Jabatan
Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa a.n. Anita Irma per 31
Desember 2024 sebesar Rp645.005,00;

b. Kekurangan Gaji Desember Karena Pengangkatan Kembali Jabatan
Fungsional Pemeriksa a.n. Dani Indra per 31 Desember 2024
sebesar Rp 1.221.858,00;

c. Kekurangan gaji Desember 2024 dan Januari 2025 karena Kenaikan
Pangkat Desember 2024 untuk 8 Pegawai a.n. Kortina Gultom dkk,
per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.049.289,00;

d. Gaji Susulan November karena Pengangkatan Kembali Dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desember Yudhi Nopryan Dinata per
31 Desember 2024 sebesar Rp2.724.777,00;

e. Kekurangan Gaji November Desember Karena Kenaikan Gaji
Berkala Herdian per 31 Desember 2024 sebesar Rp213.624,00;

f. ekurangan Gaji November Desember Karena Kenaikan Gaji Berkala
Amirul Hakim OKtarianda per 31 Desember 2024 sebesar
Rp205.272,00;

g. Kekurangan Gaji Desember Karena Kenaikan Pangkat a.n. Amirul
Hakim Oktarianda per 31 Desember 2024 sebesar Rp142.823,00;

h. Kekurangan Gaji Mei 2023 s.d. Desember 2023 Karena Kenaikan
Pangkat M Rizky Ramadhana Chairul Iman per 31 Desember 2023
sebesar Rp963.456,00;

i. Kekurangan Gajilanuari 2024 s.d. Desember 2024 Karena Kenaikan
Pangkat M Rizky Ramadhana Chairul Iman per 31 Desember 2024
sebesar Rp1.598.195,00;

j. Kekurangan uang makan per 31 Desember 2024 sebesar
Rp50.449.600,00.

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp62.067.144,00
meliputi:

a. Belanja langganan listrik sebesar Rp58.078.344,00;

b. Belanja langganan telepon sebesar Rp3.918.300,00;

c. Belanja langganan air sebesar Rp70.500,00.

3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp59.546.628,00,00
merupakan  seluruh  Dana di Rekening  Penampungan-
Kementerian/Lembaga untuk Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan
pada Akhir Tahun Anggaran yaitu kontrak jasa kebersihan (Cleaning
service) termin 12 bulan Desember 2024 per 31 Desember 2024.

(Daftar Pembayaran Saldo Belanja Pegawai, Barang dan Modal yang
Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan Rincian Rekapitulasi
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C.2.6.2.

Utang Yang
Belum
Ditagihkan

Rp0,00 juta

C.2.6.3.

Hibah Yang
Belum
Disahkan
Rp0,00 juta

C.2.6.4.

Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp0,00 juta

C.2.6.5.

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp30,04 juta

Perhitungan masing-masing sub akun Utang Kepada Pihak Ketiga per 31
Desember 2024 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung
Lampiran 38)

Utang Yang Belum Ditagihkan

“Tidak terdapat saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023”

Hibah Yang Belum Disahkan

“Tidak terdapat saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023”

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

“Tidak terdapat saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023”

Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31

Desember 2023 masing-masing sebesar Rp30.044.287,00 dan
Rp2.337.123,00, terjadi kenaikan sebesar Rp27.707.164,00 atau
1.185,52%.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor
ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga
dalam rangka PNBP.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 tersebut

seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa Diterima di Muka.

Rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima di Muka
adalah sebagai berikut:
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Tabel 37

Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)
Jenis Transaksi Nilai
Saldo per 31 Desember 2023 2.337.123
Mutasi Tambah:
gilg;z:\r/‘vqi;re;oezr:pa tan ATMyang belum digunakan per 30.044.287
Total Mutasi Tambah 30.044.287

Mutasi Kurang:

Jurnal balik per 1Januari 2023 atas nilai sewa
penempatan ATMyang belum digunakan per 31 2.337.123
Desember 2023

Total Mutasi Kurang 2.337.123
Total Mutasi 27.707.164
Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2024 30.044.287

Mutasi tambah sebesar Rp30.044.287,00 berasal dari nilai sewa
penempatan ATM yang belum di gunakan per 31 Desember 2024.

Mutasi kurang sebesar Rp2.337.123,00 berasal dari Jurnal balik per 1
Januari 2023.

Saldo Akun Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 sebesar
Rp30.044.287,00 terdiri dari Nilai sewa gedung & bangunan yang belum
digunakan oleh PT BNI di BPK Perwakilan provinsi Riau per 31 Desember
2024 sebesar Rp30.044.287,00.

(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat

dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 40)

C.2.6.6. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31

dari KPPN Desember 2023.
Rp0,00 juta

C.2.6.7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31
Jangka Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24.050,00 dan Rp0,00, terjadi
Pendek kenaikan sebesar Rp24.050,00 atau 100,00%.

Lainnya

RpO,02juta Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang yang diluar dari utang
jangka pendek.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 tersebut
seluruhnya berasal dari utang pajak bendahara pengeluaran yang belum

disetor.
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C.2.7.

Ekuitas
Rp100,60
juta

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya
adalah sebagai berikut:

Tabel 38

Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi Nilai

Saldo per 31 Desember 2023 -
Mutasi Tambah:
Nilai utang pajak bendahara pengeluaran yang belum 24.050
disetor per 31 Desember 2024

Total Mutasi Tambah 24.050
Mutasi Kurang:
Jurnal balik per 1Januari 2024 atas nilai utang pajak
bendahara pengeluaran yang belum disetor per 31 -
Desember 2024
Total Mutasi Kurang -
Total Mutasi 24.050
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 24.050

Saldo Akun Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar
Rp24.050,00 terdiri dari utang pajak bendahara pengeluaran yang belum
disetor dengan rincian sbb:

(dalam Rupiah)

No Jenis Pajak Nilai

1 |PPN -

2 |PPh Pasal 21 24.050

3 |PPh Pasal 22 -

4 |PPh Pasal 23

5 |dIl. -
Total 24.050

(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat
dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 41)

EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-
masing sebesar Rp100.601.291.536,00 dan Rp101.433.366.868,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas.
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D. PENIJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai
berikut:

Tabel 39
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Uraian TA 2024 TA 2023 %
Pendapatan Operasional 25.053.036 24.471.470 2,38
Beban Operasional (31.030.462.203)|  (29.426.461.495) 5,45
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional (31.005.409.167)|  (29.401.990.025) 5,45
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar - 53.374.696 | (100,00)

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - 53.374.696( (100,00)

Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit LO (31.005.409.167)|  (29.348.615.329) 5,65

Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp31.005.409.167,00 terdiri dari
Pendapatan Operasional sebesar Rp25.053.036,00 dan Beban
Operasional sebesar Rp31.030.462.203,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung
Lampiran 6)

D.2. PENIJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL
D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Saldo Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember

Operasional 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp25,05 juta Rp25.053.036,00 dan Rp24.471.470,00. Keseluruhan Pendapatan
Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Pendapatan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BPK Perwakilan
Provinsi Riau untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak
Lainnya masing-masing sebesar Rp25.053.036,00 dan Rp24.471.470,00
terjadi kenaikan sebesar Rp581.566,00 atau 2,38%.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang
bukan merupakan pendapatan dari pajak atau pun pendapatan hibah dan
bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber
daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.
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Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai
berikut:
Tabel 40
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No Uraian Jenis Pendapatan TA 2024 TA 2023 %
1 [Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 25.053.036 24.471.470 2,38%
Jumlah 25.053.036,00 24.471.470,00

Pendapatan LO Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2023
antara lain kenaikan tarif sewa rumah dinas dan pengakuan pendapatan
PNBP atas sewa penempatan ATM.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir 31
Desember 2024 sebesar Rp25.053.036,00 terdiri atas:

1. Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp
Rp11.584.713,00 berasal dari sewa penempatan ATM Tahun 2024
untuk periode 2 Maret s.d. 31 Desember 2024 dari perjanjian sewa 2
Maret 2024 s.d. 2 Maret 2027.

2. Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp
Rp2.337.123,00 berasal dari sewa penempatan ATM Tahun 2024
untuk periode 1 Januari 2024 s.d. 1 Maret 2024 dari perjanjian sewa
sebelumnya.

3. Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar
Rp11.131.200,00 berasal dari sewa penempatan rumah dinas.

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Operasional LO dan
Pendapatan LRA per 31 Desember 2024. Pendapatan Operasional LO
sebesar Rp25.053.036,00 dan Pendapatan LRA sebesar Rp64.957.806,00
sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp39.904.770,00. Perincian
perbedaan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Akun LO LRA Perbedaan
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan
Bangunan

425131 25.053.036 64.957.806 (39.904.770)

Jumlah 25.053.036 64.957.806 (39.904.770)

Perbedaan saldo di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan tercatat di LRA
berupa Pendapatan Sewa ATM atas kontrak yang diperbaharui untuk
periode 2 Maret 2024 s.d. 2 Maret 2027 sebesar Rp41.629.000,00.
Atas pendapatan di LRA tersebut diakui sebagai Pendapatan Akrual
TA 2024 dengan periode sewa 2 Maret s.d. 31 Desember 2024 dan
tercatat di LO sebesar Rp11.584.713,00. Terdapat perbedaan
pencatatan lebih di LRA sebesar Rp30.044.287,00.

2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan tercatat di LO
berupa pengakuan sewa ATM bulan Januari s.d. Maret 2024 atas
perjanjian sewa ATM periode sebelumnya sebesar Rp2.337.123,00,
atas hal tersebut tidak ada pencatatan di LRA TA 2024. Terdapat
selisih kurang catat LRA sebesar Rp 2.337.123,00.
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D.2.2.

Beban
Operasional
Rp31.030,46
juta

D.2.2.1.

Beban Pegawai
Rp10.644,59
juta

3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
(TAYL) berupa Piutang Gaji tahun 2023 yang dibayarkan pada tahun
2024 sebesar Rp12.197.606,00. Pendapatan TAYL tersebut tercatat di
LRA dan tidak tercatat di LO, sehingga ada selisih lebih LRA sebesar
Rp12.197.606,00.

BEBAN OPERASIONAL

Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing  sebesar
Rp31.030.462.203,00 dan Rp29.426.461.495,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri
dari:

Tabel 41
Rincian Perbandingan Beban Operasional
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Uraian TA 2024 TA 2023 %

Beban Pegawai Rp 10.644.590.729 | Rp 9.709.599.038 9,63
Beban Persediaan Rp 225.202.349 | Rp 305.376.734 (26,25)
Beban Barang dan Jasa Rp 4.855.509.122 | Rp 4.868.473.816 (0,27)
Beban Pemeliharaan Rp 1.933.092.997 | Rp 1.913.760.455 1,01
Beban Perjalanan Dinas Rp 11.208.117.685 | Rp 10.426.935.218 7,49
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 2.163.949.321 | Rp 2.202.255.248 (1,74)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp - | Rp 60.986 (100,00)
Beban Lain-lain Rp - | Rp - 0,00

Jumlah Beban Operasional Rp  31.030.462.203 | Rp 29.426.461.495 5,45

Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp10.644.590.729,00 dan
Rp9.709.599.038,00, terjadi kenaikan sebesar Rp934.991.691,00 atau
9,63%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk
uang maupun barang vyang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai
Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.

CalK LO — Halaman 69



Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2024 (Audited)

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)
TA 2023 %

No Uraian Jenis Beban TA 2024

1 |Beban Gaji

8.401.843.793

6.786.794.375

23,80%

Beban Tunjangan-Tunjangan

2.042.778.936

2.844.817.663

-28,19%

3 |Beban Lembur

199.968.000

77.987.000

156,41%

Jumlah

10.644.590.729

9.709.599.038

9,63%

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai

LRA  per 31

Desember 2024.

Beban

Pegawai

sebesar

Rp10.644.590.729,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp10.668.108.030,00

sehingga terdapat perbedaan sebesar

perbedaan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Rp23.517.301,00 Perincian

(dalam Rupiah)

No Uraian Akun Beban/Belanja LO LRA Perbedaan
1 |Gaji danTunjangan PNS 10.384.340.297 10.407.367.498 - 23.027.201
2 |Gajidan Tunjangan Pejabat Negara -
3 |Gaji dan Tunjangan PPPK 60.282.432 60.772.532] - 490.100
4 [Lembur 199.968.000 199.968.000
5 |Tunjangan Khusus & Beban Pegawai - -
Transito
Jumlah 10.644.590.729 10.668.108.030 (23.517.301,00)

Perbedaan saldo sebesar Rp23.517.301,00 di atas dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Beban Gaji dan Tunjangan (5111) sebesar Rp69.479.583,00
merupakan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) TA
2023 tercatat pada nilai LRA dan tidak pada LO.

2. Beban Gaji dan Tunjangan PPPK (5116) sebesar Rp490.100,00
merupakan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) TA
2023 tercatat pada nilai LRA dan tidak pada LO.

3. Koreksi Lainnya (391119) sebesar Rp 3.045.710,00 karena kurang
catat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) TA 2023
tercatat pada nilai LRA dan tidak pada LO.

4. Beban Gaji dan Tunjangan (5111) sebesar Rp59.213.899,00 yang
belum dibayarkan pada tahun 2024 dicatat sebagai Belanja Pegawai
yang Masih Harus Dibayar (212111) TA 2024 tercatat pada nilai LO
dan tidak pada LRA.

5. Piutang lainnya berupa pengembalian Belanja Pembulatan Gaji
Pegawai sebesar Rp68,00 mengurangi Beban Pembulatan Gaji PNS
pada LO dan tidak tercatat pada nilai LRA.

6. Pengembalian Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp9.715.739,00
tercatat mengurangi nilai Beban Belanja Pegawai TA 2024 pada LO.
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D.2.2.2.

Beban
Persediaan
Rp225,20
juta

Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp225.202.349,00
dan Rp305.376.734,00, terjadi penurunan sebesar Rp80.174.385,00 atau
26,26%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi
atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil
produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No Uraian Jenis Beban TA 2024 TA 2023 %

1 |Beban Persediaan Konsumsi 28.884.400 113.106.080 74,46

2 |Beban Persediaan Bahan Baku -

3 |Beban Persediaan Lainnya 196.317.949 192.270.654 (2,10)
Jumlah 225.202.349 305.376.734 26,25

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Persediaan dan Belanja
Persediaan per 31 Desember 2024. Beban Persediaan sebesar
Rp225.203.349,00 dan Belanja Persediaan sebesar Rp219.171.252,00.
Perincian perbedaan untuk setiap akun adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Lo LRA Perbedaan
5931 Beban Persediaan
593111 Beban Persediaan konsumsi 28.884.400 28.884.400
593113 Beban Perse_dlaan bahan
untuk pemeliharaan
593114 Beban Persediaan suku
cadang
593149 Beban persediaan lainnya 196.317.949 196.317.949
593311 Beban f’enyesualan Nilai
Persediaan
5218 Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja BarangP.ersedlaan
Barang Konsumsi
521832 |BelaniaBarangPersediaan 219.171.252 (219.171.252)
Lainnya
Belanja BarangPersediaan -
521841 Penanganan Pandemi COVID-
19
Jumlah 225.202.349 219.171.252 6.031.097

Perbedaan saldo tersebut disebabkan pengakuan belanja persediaan
didasarkan pada nilai belanja yang dikeluarkan (basis kas) sementara
beban persediaan didasarkan pada transaksi penggunaan persediaan.
Penjelasan tentang hubungan belanja persediaan dan penggunaan
persediaan juga dijelaskan pada pengungkapan mutasi akun Persediaan.

Perbedaan saldo di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Saldo awal 2024 Barang Persediaan Konsumsi (117111) sebesar
Rp41.913.400,00 merupakan belanja pada tahun 2023. Beban
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sebesar Rp28.884.400,00 merupakan penggunaan tahun 2024 yang
menambah LO berasal dari belanja tahun 2023 karena di tahun 2024
ini tidak ada belanja yang menghasilkan Barang Persediaan Konsumsi
(117111).

2. Saldo awal 2024 Barang Persediaan Lainnya (117199) sebesar
Rp28.032.642,00, dengan belanja tahun 2024 bertambah senilai
Rp219.171.252,00 yang menambah nilai (521832) Belanja Barang
Persediaan Lainnya LRA. Penggunaan tahun 2024 sebsar
Rp196.317.949,00 menambah nilai LO tahun 2024.

D.2.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember

dan Jasa 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.855.509.122,00

Rp4.855,51jutd  4an Rp4.868.473.816,00, terjadi penurunan sebesar Rp12.964.694,00
atau 0,27%. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Nol Uraian Jenis Beban TA 2024 TA 2023 %
Beban Barang
1 |Beban Barang Operasional (5211xx) 585.289.709,00 811.499.137,00 (27,88)
2 |Beban Barang Non Operasional (5212xx) 3.260.851.663,00 2.848.813.081,00 14,46
3 [Dst
Beban Jasa
1 |Beban Langganan Daya dan Jasa (52211x) 657.263.750,00 699.034.098,00 (5,98)
2 |Beban Jasa Pos dan Giro (52212x) - -
3 [Beban Jasa Konsultan (52213x) - 49.950.000,00 | (100,00)
4 |Beban Sewa (52214x) 55.111.500,00 131.044.500,00 (57,94)
5 [Beban Jasa Profesi (52215x) 2.700.000,00 44.600.000,00 (93,95)
6 [Beban Jasa Lainnya (52219x) 294.292.500,00 283.533.000,00 3,79
7 Dst
Beban Barang Lainnya
1 |Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
2 [Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - -
Jumlah 4.855.509.122,00 | 4.868.473.816,00 (0,27)

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Barang dan Jasa dan Belanja
Barang dan Jasa per 31 Desember 2024. Beban Barang dan Jasa (LO)
sebesar Rp4.855.509.122,00 dan Belanja Barang dan Jasa (LRA) sebesar
Rp4.848.804.896,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar
Rp6.704.226,00 Perincian perbedaan untuk setiap akun adalah sebagai
berikut:
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(dalam Rupiah

Kode Akun Uraian Akun Beban/Belanja Lo LRA Perbedaan

521111 Keperluan Perkantoran 416.736.534 416.736.534
521113 Penambah Daya Tahan Tubuh
521114 Pengiriman Surat Dinas Pos

pusat 4.539.675 4.574.675 (35.000)
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 161.516.000 161.516.000
521119 Barang Operasional Lainnya 2.497.500 2.497.500
521131 Barang Operasional -

Penanganan Pandemi COVID-
521211 Bahan 722.052.437 722.052.437
521213 Honor Output Kegiatan
521219 Bérang Non Operasional 2.538.799.226 2.538.799.226

Lainnya
521241 Barang Non Operasional -

Penanganan Pandemi
521252 Peralatan dan Mesin -

Ekstrakomptabel
522111 Langganan Listrik 599.643.075 591.982.467 7.660.608
522112 Langganan Telepon 57.195.492 58.164.221 (968.729)
522113 Langganan Air 425.183 377.836 47.347
522119 Langganan Daya dan Jasa

Lainnya
522131 |Jasa Konsultan - -
522141 Sewa 55.111.500 55.111.500
522151 Jasa Profesi 2.700.000 2.700.000
522191 Jasa Lainnya 294.292.500 294.292.500
522192 |Jasa - Penanganan Pandemi

COVID-19

Jumlah 4.855.509.122 4.848.804.896 6.704.226

Perbedaan saldo LO di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja/Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar
Rp35.000,00 merupakan belanja/beban tahun 2023 vyang
mengurangi nilai LO.

2. Belanja/Beban Langganan Listrik sebesar Rp7.660.608,00 karena
selisih beban/belanja Langganan Listrik bulan Desember 2023 yang
dibayarkan sebesar Rp50.417.736,00 dengan beban/belanja
Langganan Listrik bulan Desember 2024 sebesar Rp58.078.344,00
yang dibayarkan di bulan Januari 2025. Selisih tersebut mengurangi
nilai LO.

3. Belanja/Beban Langganan Telepon sebesar Rp968.729,00 karena
selisih nilai Belanja/Beban Langganan Telepon bulan Desember 2023
sebesar Rp4.887.029,00 yang diabayarkan di bulan Januari 2024
dengan Belanja/Beban Langganan Telepon bulan Desember 2024
sebesar Rp 3.918.300,00 yang diabayarkan di bulan Januari 2025.
Selisih tersebut mengurangi nilai LO.

4. Belanja/Beban Langganan Air sebesar Rp47.347,00 karena selisih

Belanja/Beban Langganan Air bulan Desember 2023 yang dibayarkan
pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp23.153,00 dengan
Belanja/Beban Langganan Air bulan Desember 2024 yang akan
dibayarkan tahun 2025 sebesar Rp 70.500,00. Selisih tersebut
mengurangi nilai LO.
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Beban

D.2.2.4.

Pemeliharaan
Rp1.933,09

juta

Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.933.092.997,00
dan Rp1.913.760.455,00, terjadi kenaikan sebesar Rp19.332.542,00 atau
1,01%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam
kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No Uraian Jenis Beban TA 2024 TA 2023 %
1 |Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.471.327.042,00 1.578.228.867,00 (6,77)
2 |Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 461.765.955,00 335.531.588,00 37,62
3 |Beban Pemeliharaan Lainnya
4 |Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan
5 |Beban Persediaan Suku Cadang - - -
Jumlah 1.933.092.997,00 1.913.760.455,00 30,85

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Pemeliharaan dan Belanja
Pemeliharaan per 31 Desember 2024. Beban Pemeliharaan sebesar
Rp1.933.092.997,00 dan Belanja Pemeliharaan sebesar
Rp2.450.204.397,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar
Rp517.111.400,00 Perincian perbedaan untuk setiap akun adalah sebagai
berikut:

(dalam Rupiah)

Perbedaan

Uraian Akun Beban/Belanja LO LRA

Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan

Beban/Belanja Asuransi Gedung dan
Bangunan

Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya
Beban/Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

Beban/Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Beban/Belanja PemeliharaanJaringan

1.471.327.042 1.988.438.442 | (517.111.400)

461.765.955 461.765.955

Belanja BarangPersediaan
Pemeliharaan Gedungdan

Belanja BarangPersediaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Beban Persediaan bahan untuk
pemeliharaan

Beban Persediaan suku cadang

Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan
dan Mesin

Jumlah 1.933.092.997 | 2.450.204.397 | (517.111.400)

Perbedaan di atas Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
sebesar Rp517.111.400,00 karena kapitalisasi pada gedung dan
bangunan serta peralatan masin yang mengurangi nilai LO dengan rincian
sebagai berikut:
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D.2.2.5.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp11.208,12
juta

1. Kapitalisasi pada peralatan mesin sebesar Rp7.215.000,00 pada Alat
Berat Katrol, atas pekerjaan Belanja Barang Sekaligus Berupa
Pekerjaan Pemeliharaan Kantor (Pemeliharaan Rak Arsip Balkon pada
Ruang Arsip Lt. 1) sesuai BAST No.05/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/06/2024
Tgl 23 Juni 2024 dan BAP No. 05/BAP/LPSPI/XVIII.PEK/06/2024 Tgl 23
Juni 2024.

2. Kapitalisasi pada Jaringan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
sebesar Rp18.500.000,00 berupa sumur bor atas pekerjaan
Pemeliharaan gedung dan bangunan sesuai invoice No. 06/INV-
RKM/05/2024.

3. Kapitalisasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen
Rp144.701.820,00 atas pekerjaan Pembayaran Belanja Barang
Sekaligus Berupa Pekerjaan Pemeliharaan Kantor (Pemeliharaan
Toilet Wanita Lantai 3) sesuai BAST No.
02/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/03/2024 Tgl 22 Maret 2024 dan BAP No.
02/BAP/LPSP I/XVIII.PEK/03/2024 Tgl 22 Maret 2024.

4. Kapitalisasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen
Rp124.147.557,73 atas pekerjaan Belanja Barang Sekaligus Berupa
Pekerjaan Pemeliharaan Kantor (Pemeliharaan Rak Arsip Balkon pada
Ruang Arsip Lt. 1) sesuai BAST No.05/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/06/2024
Tgl 23 Juni 2024 dan BAP No. 05/BAP/LPSPI/XVIII.PEK/06/2024 Tgl 23
Juni 2024.

5. Kapitalisasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen
Rp87.526.830,00 atas pekerjaan Belanja Barang Sekaligus Berupa
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Pemeliharaan Rak
Arsip Balkon Sisi Kanan) sesuai BAST
No.06/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/09/2024 Tgl 22-09-2024 dan BAP No.
06/BAP/LPSPI/XVIII.PEK/09/2024 Tgl 22-09-2024.

6. Kapitalisasi pada Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
Rp135.020.192,15 atas pekerjaan Belanja Barang Sekaligus Berupa
Pekerjaan Pemeliharaan Kantor (Toilet Auditorium, Gedung
Kantor,dan Ruang Kuantan) sesuai BAST
No.03/BAST/LPSPI/XVIII.PEK/05/2024 Tgl 27 Mei 2024 dan BAP No.
03/BAP/LPSPI/XVIII.PEK/05/2024 Tgl 28 Mei 2024.

Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar
Rp11.208.117.685,00 dan Rp10.426.935.218,00, terjadi kenaikan sebesar
Rp781.182.467,00 atau 7,49%. Beban Perjalanan Dinas adalah
merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
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D.2.2.6.

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp2.163,95 juta

Tabel 46
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah

No Uraian Jenis Beban TA 2024 TA 2023 %
1 |Beban Perjalanan Biasa 11.138.457.685 10.355.385.218 7,56
2 |Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.660.000 71.550.000 (2,64)
3 |Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
4 [Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Jumlah 11.208.117.685 10.426.935.218 749

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Beban Perjalanan Dinas dan
Belanja Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024. Beban Perjalanan Dinas
sebesar Rp11.208.117.685,00 dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar
Rp11.208.117.685,00 Perincian untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Akun Uraian Akun Beban/Belanja Lo LRA Perbedaan
524111 |Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.138.457.685 | 11.138.457.685 -
524113 [Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.660.000 69.660.000 -
524114 [Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota
524115 |Belanja Perjalanan Dinas -
Penanganan Pandemi COVID-19
524119 |Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Luar Kota
524211 |Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar :
Negeri
Jumlah 11.208.117.685 | 11.208.117.685

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar
Rp2.163.949.321,00 dan Rp2.202.255.248,00, terjadi penurunan sebesar
Rp38.305.927,00 atau 1,74%. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah
merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk
mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No | Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 TA 2023 %
1 [Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.203.513.391,00 1.227.616.519,00 (1,96)
2 [Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 773.771.295,00 764.280.330,00 1,24
3 [Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan 186.664.635,00 210.110.899,00 (11,16)
4 |Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - - -
Jumlah Penyusutan 2.163.949.321,00 2.202.007.748,00 (1,73)
5 [Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - -
6 |Beban Penyusutan aset lain-lain 247.500,00 (100,00)
Jumlah Amortisasi - 247.500,00 (100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 2.163.949.321,00 2.202.255.248,00 (1,74)

CalK LO — Halaman 76



Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2024 (Audited)

D.2.2.7.

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00 juta

D.2.2.8.

Beban Lain-lain
Rp0,00 juta

D.2.3.

Kegiatan Non
Operasional
Rp0,00 juta

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp60.986,00, terjadi penurunan sebesar Rp60.986,00
atau 100,00%. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan
beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu
periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai
berikut:

Tabel 48
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)
TA 2023 %
60.986 (100,00)

No Uraian Jenis Beban TA 2024

[N

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek

[}

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang

Jumlah 60.986 (100,00)

Beban Lain-lain

Tidak terdapat saldo Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp53.374.696,00.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari
pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan
tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional pada satuan kerja BPK
Perwakilan Provinsi Riau untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 49
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2024 (Audited)

2.3.1.

Surplus/(Defisit)
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp0,00 juta

D.2.3.2.

Surplus/(Defisit)
Dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya

Rp0,00 juta

D.2.4.

Pos Luar Biasa
Rp0,00 juta

Uraian TA 2024 TA 2023 %

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 53.374.696

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 53.923.008

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 548.312
Surplus/(Defisit) Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaiaan Kewajiban Jangka Panjang
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainya -
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 53.374.696 0

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Tidak terdapat saldo Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

dan 31 Desember 2023.

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tidak terdapat saldo Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

dan 31 Desember 2023.

POS LUAR BIASA

Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa Untuk periode yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Ria Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2024 Unaudited

E.
E.1.

E.2.
E.2.1.

Ekuitas Awal
Rp101.433,37
juta

E.2.2.

Defisit
Rp31.005,41
juta

PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Uraian TA 2024 TA 2023 %
Ekuitas Awal 101.433.366.868 102.371.155.567 (0,92)
Surplus/Defisit LO (31.005.409.167) (29.348.615.329) 5,65
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (2.984.332) 11.874| (25.233,33)
Transaksi Antara Entitas 30.176.318.167 28.410.814.756 6,21
Kenaikan/Penurunan Ekuitas (832.075.332) (937.788.699) (11,27)
Ekuitas Akhir 100.601.291.536 101.433.366.868 (0,82)
Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar

Rp101.433.366.868,00.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
sebesar Rp31.005.409.167,00.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.984.332,00.

Jumlah Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember
2024 sebesar Rp30.176.318.167,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
sebesar Rp100.601.291.536,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan
Pendukung Lampiran 7)

PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah
masing-masing sebesar Rp101.433.366.868,00 dan Rp102.371.155.567,00.

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas
Akhir tahun yang lalu.

SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 masing-masing sebesar Rp31.005.409.167,00 dan
Rp29.348.615.329,00.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan
operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Ria Untuk Periode Yang

Berakhir 31 Desember 2024 Unaudited

E.2.3.

Koreksi Yang
Menambah /
Mengurangi
Ekuitas Rp2,98
juta

E.2.3.1.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,00 juta

E.2.3.2.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00 juta

E.2.3.3.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0,00 juta

E.2.3.4.

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00
juta

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan Penyesuaian
nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi
Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada
periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun
lalu.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
sebesar Rp2.984.332,00 dan Rp11.874,00.

Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada satuan kerja
BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk per iode yang berakhir 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 51
Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
dalam Rupiah)

No Uraian TA 2024 TA 2023 %

Penyesuaian Nilai Aset - -

Koreksi Nilai Persediaan - -

Koreksi Atas Reklasifikasi - -

Selisih Revaluasi Aset Tetap - -

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi - -
(2.984.332)| 11.874

|k~ IWIN |-

Lain-lain 17.119,34

Jumlah (2.984.332)| 11.874 17.119,34

Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Koreksi Nilai Persediaan

Tidak terdapat saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Koreksi Atas Reklasifikasi

Tidak terdapat saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Ria Untuk Periode Yang

Berakhir 31 Desember 2024 Unaudited

E.2.3.5.
Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp0.,00 juta

E.2.3.6.
Koreksi Lain-
lain Rp2,98 juta

E.2.4.

Transaksi Antar
Entitas
Rp30.176,32
juta

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Tidak terdapat saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Koreksi Lain-lain

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.984.332,00 dan
Rp11.874,00.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik
Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi
atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 52

Rincian Nilai Koreksi Lain-lain
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)
No. Jenis Koreksi TA 2024 TA 2023 %
1 |Kas Lainnya di - - -
Bendahara
Pengeluaran
2 |Piutang 60.986 - 100
3 |Kewajiban - - -
4 |Pendapatan 392 810 (52)
5 |Beban (3.045.710) 11.064 | (27.628)
Jumlah Koreksi (2.984.332) 11.874 | (25.233)

Rincian Koreksi Lain-lain senilai Rp2.020.876,00 untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2024 berasal dari:
a. Koreksi beban atas pembayaran akun Belanja Pegawai TAYL di
Tahun 2024 sebesar (Rp3.045.710,00).
b. Koreksi pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
TAYL di Tahun 2024 sebesar Rp392,00.
c. Koreksi Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2023 sebesar

Rp60.986,00.

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp30.176.318.167,00
dan Rp28.410.814.756,00.

Transaksi Antar Entitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan
entitas pelaporan lainnya. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang
melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL,
antar BUN maupun KL dengan BUN.
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Ria Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2024 Unaudited

E.2.4.1.

E.2.5.

Ekuitas Akhir
Rp100.607,14
juta

Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No. Uraian TA 2024 TA 2023 %

1 |Diterima Dari Entitas Lain (64.957.806,00) (66.849.218,00) (2,83)

2 |Ditagihkan ke Entitas Lain 30.241.275.973,00 27.982.035.417,00 8,07

3 |[Transfer Masuk - 495.628.557,00 | (100,00)

4 |Transfer Keluar - -

5 |Pengesahan Hibah Langsung

6 |Pengesahan Pengembalian Hibah - - -
Jumlah 30.176.318.167,00 28.410.814.756,00 6,21

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi
antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas
negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp64.957.806.,00 dan
Rp66.849.218,00.

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp30.241.275.973,00 dan
Rp27.982.035.417,00.

EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 masing-masing sebesar Rp100.601.291.536,00 dan
Rp101.433.366.868,00.
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Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2024 Unaudited

F.1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH
Rekening pemerintah yang dimiliki Satuan Kerja Sekretariat Jenderal/BPK
Pusat/Badiklat PKN/ BPK Perwakilan Provinsi Riau (kode satker 450780)
yang masih dipertahankan adalah Rekening Giro pada Bank BNI Cabang
Senayan dengan nomor rekening 9890034507801000 atas nama BPG 008
BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU (status aktif). KPPN Pemberi Persetujuan
adalah KPPN Pekanbaru.

(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir
pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 24)

F.2. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP
(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP
dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 25)
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BPK Perwakilan Provinsi Riau
Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

Lampiran A.1

Keterangan
No ;::::r Kode Barang | No KDP Ta":f::::‘a' Ta"::::r::h" Nilai Kontrak Nilai KDP Pem:isaian [;“M";:;:}:;::] Uang Muka Retensi ifanjotkan_| Piberhentikan | Dinenikan
Sementara Permanen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 | 450780 | 3060102168 | 7010101002 | 19 November 2024 | 19 November 2024 | Rp170.000.000,00 | Rp170.000.000,00 63 M 0 0 v _ -
2 450780 3060102168 | 7010101002 26 November 2024 | 26 November 2024 | Rpl00.000.000,00 | Rp100.000.000,00 37 RM 0 o y




BPK Perwakilan Provinsi Riau

Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

Lampiran A.2

Belum Disahkan
No Nama Penerima Hibah Bentuk Hibah | Sumber Dana Nilai Hibah |Sudah Disahkan Nilai Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

[} f i1 ‘.‘ |
‘\: | F 1 |
\
Jumlah Hibah
Pengembalian Hibah
Total

Peka baru 2 Mei 2025




Kementerian/ Lembaga

Unit Organisasi

Satuan Kerja

: (004) Badan Pemeriksa Keuangan
: (01) Badan Pemeriksa Keuangan
: (450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

Tahun Anggaran 2024

Lampiran A.3

Fungsi : (01) Pelayanan Umum
Sub Fungsi : (01) Lambaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
Program . {Cl) Program Pemeriksaan Keuangan Negara
Lokasi : (09) Riau
Belanja Keluaran
Kode Kegiatan Anggaran Realisasi % Target Realisasi Satuan % Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cl Program Pemeriksaan Keuangan Negara |[30.302.311.000|30.244.202.123 99,81%
Cl.1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan 30.302.311.000| 30.244.202.123

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara 99,81%
C1.1043.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 285.060.000 285.038.952 21 Unit

Komunikasi 99,99% 21 100,00%
€1.1043.CAN.001 Sarana Teknologi Informasi dan 285.060.000 285.038.952 21 Unit

Komunikasi 99,99% 21 100,00%
Cl.1043.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal |15.315.856.000|15.315.791.851 100,00% 1 1 Layanan 100,00%
C1.1043.EBA.994 Layanan Perkantoran 15.315.856.000| 15.315.791.851 100,00% 1 Layanan 100,00%
C1.1043.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 572.479.000( 571.546.500 99,84% 86 86 Unit 100,00%
Cl.1043.EBB.951 Layanan Sarana Internal 572.4759.000| 571.546.500 99,84% 86 86 Unit 100,00%
C1.1043.FAF Pemeriksaan Keuangan Negara 14.128.916.000|14.071.824.820 99,60% 261 264 Laporan 101,15%
C1.1043.FAF.051 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik 167.457.000 167.454.963 135 LHP

pada BPK Perwakilan 100,00% 132 102,27%
Cl.1043.FAF.083 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan 226.000 226.000 100,00% 1 Laporan 100,00%
Cl.1043.FAF.091 Sumbangan IHPS Perwakilan 33.575.000 33.566.827 99,98% 2 2 Laporan 100,00%
C1.1043.FAF.099 Laporan Profil Entitas Perwakilan 1.066.000 1.066.000 100,00% 13 13 Laporan 100,00%




Kementerian/ Lembaga

Unit Organisasi
Satuan Kerja
Fungsi

Sub Fungsi
Program

Lokasi

: (004) Badan Pemeriksa Keuangan
:(01) Badan Pemeriksa Keuangan
: (450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

: (01) Pelayanan Umum

: (01) Lambaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

: (Cl) Program Pemeriksaan Keuangan Negara

: (09) Riau

Tahun Anggaran 2024

Lampiran A.3

Belanja Keluaran
Kode Kegiatan Anggaran Realisasi % Target Realisasi Satuan % Keterangan

C1.1043.FAF.116 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 531.101.000| 531,100.544 26 Laporan

Pemeriksaan pada BPK Perwakilan 100,00% 26 100,00%
Cl.1043.FAF.124 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti 155.950.000 155.949.860 26 Laporan

Kerugian Negara atau Daerah pada BPK

Perwakilan 100,00% 26 100,00%
C1.1043.FAF.174 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada 529.001.000 496.836.819 12 Laporan

Perwakilan 93,92% 12 100,00%
C1.1043.FAF.175 Layanan Mangjemen Internal Perwakilan | 1.517.239.000| 1.492.326.171 98,36% 21 21 Laporan 100,00%
Cl1.1043.FAF.U10 LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau 11.193.301.000|11.193.297.636 100,00% 28 28 LHP 100,00%

Subtotal

Penyesuaian (Revisi DIPA/ Pengembalian

Belanja/ dil)*

Total

*Keterangan: Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

|i .‘N Bucgungjawab,




Lampiran A.4.a

BPK Perwakilan Provinsi Riau
REKAPITULASI TRANSAKSI RESIPROKAL SEBAGAI SATKER PEMBERI KERJA (PENGIRIM)

PER 31 DESEMBER 2024
BAES1 Satker Neir !-'..atker - Kamintsrtan/ BAES1 Satker Nama Satker - Yreiay Skema
Bt} ——— Pengirim Belanja Lembaga B Penedims Panarims Pendapatan Selisih Pekerjaan Perlskatsh
gl e (BPK) Penerima /Kegiatan S,
450780 BPK PERWAKILAN 522191 Kementrian - 677637 POLITEKNIK 900.000 0 Biaya Uji Bukti |Uang
PROVINSI RIAU Pendidikan NEGERI Fisik Tim Persediaan
Tinggi, Sains BENGKALIS Pemeriksa Tunai
dan Teknologi

Jumliah




BPK Perwakilan Provinsi Riau
REKAPITULASI TRANSAKSI RESIPROKAL SEBAGAI SATKER PENERIMA KERJA (PENERIMA)

Lampiran A.4.b

PER 31 DESEMBER 2024
Nama Satker Uraian
th Satk BAES1 Satk
No Ke;:;:;u:rianl P::F}Srilm p::gifi:n NT::: i:mer Belanja Pet:f:ma Pener?r;a Penerima Pendapatan Selisih Pekerjaan PMet:.-de
= ® # (BPK) [Kegiatan, | PSMYEtoRan

1 =y

2 NIHIL

3 .

Jumlah -






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i PERJANHAN KERJA SAMA
: ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERQ), TBK
(KANTOR CABANG UTAMA PEKANBARL)

NOMOR 01/SP/XVIIL.PEK/04/2021]
NOMOR PBR2/876¢

TENTANG
SEWA-MENYEWA RUANGAN UNTUK
PENEMPATAN MESIN ANJUNGAN TUNAT MANDIRI BANK NEGARA INDONESIA
PA’DA KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI RIAU

. ___

Pada hari im, Senin tanggal sembilan belas bulan April tabun dua ribu dua puluh satu (19-04-2021), yang
bertanda tangan di bawah int:

i. WIDHI WIDA‘] AT, Kepala Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik [ndonesta
berkedudukan di Jalan Jendrat Sudirman No. 721 Pekanbaru, Riau, dalam hal i berindak untuk dan
atas nama Sekretarls Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia untuk selanjutnya daiam
Perjanjian lini disebut PIHAK PERTAMA;

I3

ZAMZAMI, Pemimpin Cabang Pekanbaru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tk, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direkst Bank Negara Indonesia 1946
tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi. Sarjana Hukum,
Magister Hukum Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta
perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termakiub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mer
2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Heimi, S.H., Notaris di Jakarta. yang telah diterima dan dicatat
oleh Memen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-
AH.0! 03-0"]5?38 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Repubhk Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962,AH.01.02. Tahun 2018 tanggal
25 Jum "bls dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakana Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1,

untuk selapjulnya dalam Pegjanjian ini disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengeiolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik T'Indonesla Tahun 1945. dimana pendapatan pegawai berupa gaji dan tunjangan serta pendapatan lain

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia:
|
b. bahwa P[HAh KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan serta dalam upaya

meningk: tkan pelayanannya kepada nasabah antara lain pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia. Perwakilan Provinsi Riau memerlukan ruangan untuk menempatkan serta mengoperasikan
mesin Anjungan Tunai Mandiri, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut ATM.



TUJUAN

Pasal |

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

)

(2}

(i}

Meningkatkan kemudahan bagi PIHAK PERTAMA, dalam hal ini Pegawai Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan transaksi keuangan melalui
layanan ATM BNL

Peningkatan pelayanan PIHAK KEDUA dalam hal layanan transaksi kevangan kepada nasabah
khususnya pegawai Badan Pemeriksa Kevangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melalui
penempatan dan pengoperasian | (satu) unit mesin ATM.

OBJEK SEWA-MENYEWA
| Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyewakan ruangan scluas 5 m? (lima meter persegi) untuk penempatan mesin
ATM, yang terletak di ruang lobi lantai | pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakil&ln Provinsi Riau; dan

PIHAK b‘iEDUA menyewa ruangan seluas 5 m? (lima meter persegi) untuk ditempatkan mestn ATM.
yang terletak di ruang lobi lantai | pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilgn Provinsi Riau.

HAK DAN KEWAIIBAN PARA PIHAK
Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima pembayaran biaya sewa atas penempatan mesin
ATM]oleh PIHAK KEDUA;

b. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas berupa:

1. daya listrik sesum kebutuhan dari PIHAK. KEDUA dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian
daya listrik bulanan menjadi beban tanggungan PIHAK PERTAMA;

.'-,'}(lergenqv Power Supply (genset/cadangan pembangkit tenaga listrik), untuk dapat digunakan
apabila sewaktu-waktu aliran listrik dari PT. PLN padam:

2

3. lokasi untuk Mini Vsat jika pemasangan di atas ruangan ATM tidak memungkinkan, sedangkan
seturuh instalasi dan pemasangannya merupakan tanggung jawab PEHAK KEDUA!

keamanan 24 (dua puluh empat) jam; dan
laynpu penerangan,

c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
kepai:la PIHAK KEDUA dalam keadaan kosong, dan

d. PlH.ﬁK PERTAMA wajib membaniu PIHAK KEDUA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK
KEDUA untuk memperoleh izin-izin yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan dan
atau kebiasaan setempat antara lain izin/persetujuan dari warga di lingkungan PIHAK PERTAMA
yang berhubungan dengan sewa-menyewa.

Hak dan| Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan ruangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 beserta fasilitas pendukungnya untuk menempatkan dan mengoperasikan mesin ATM milik
PIHAK KEDUA selama jangka waktu sewa;

g

o



(1)

(%)

3

(3)

£

b PIHA|K KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan akses jalan memasuki dan keluar menuju
dan dari lokasi objek sewa,

¢ PIHAK KEDUA pada saat berakhimya Pesjanjian Kerja Sama ini berkewajiban menyerahkan
kembali ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam keadaan baik kepada PIHAK
PER‘I]AMA;.

d. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar tarif sewa dengan {arif sebagaimana tersebut dalam
Pasall6 Perjanjian Kerja Sama ini;

e. PiH KEDUA dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain baik sebagian maupun
seluruhnya tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA,

f PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keindzhan, perawatan dan pemeliharaan
objeli sewa serfa berkewajiban menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan baik kepada
PIHAK PERTAMA:

£ PlHﬁ]u( KEDUA tidak berhak untuk melakukan perubahan pada objek sewa baik fungsi maupun
peruntukkannya;

h. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan dengan tidak mengubah
kondtruksi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan \ambahan tersebut adalah satu kesatuan yang
tidakt terpisahkan menjadi milik PIHAK PERTAMA. dan

i. Dalam hal di kemudian hari ternyata dilakukan penyitaan (beslag) pengadilan sebagai akibat
sengketa dengan pihak lain atau gangguan-gangguan lainnya apapun juga yang timbul karena baik
yang berkaitan dengan adanya pembebanan dan/atau penyitaan (heslag) pengadilan atau sengketa
dengan pihak lain terscbut sehingga menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan
objek sewa tersebut. maka PIHAK KEDUA menanggung seluruh biaya bongkar.

PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 4

PARA|PIHAK menunjuk seorang pejabal yang ada di lingkungan masing-masing sebagai Pejabat
Penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kena Sama ini.

Pejaba' penghubung dari PIHAK PERTAMA adalah Kepala Subbagian Umum dan Teknologi
Informasi Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriisa Keuangan Republik Indonesia.

Pejabajt penghubung dari PIHAK. KEDUA adalah Penyelia Umum.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Perjarijian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (liga) tahun techitung scjak tanggal 02 Maret 2021 sampai
dengan 02 Maret 2024 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Apablila salah satu pihak bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa maka pihak tersebut harus
memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa

1

berakhir.

PIHA?K PERTAMA memberikan hak terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dari pada pihak lain
untuk memperpanjang jangka waktu sewa.

PIH;}K PERTAMA tidak akan menawarkan objek sewa untuk digunakan atau disewa oleh pihak iain
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa atau diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk
memperpmjangjangka wakitu sewa.

i

|

Py




; TARIF DAN CARA PEMBAYARAN
; Pasal 6

n Ta!rif seu:ra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adatah sebesar Rp13.784.000.00 (Tiga belas juta
tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus selama 3 (tiga)
tahun atau sebesar Rp41.352.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus {ima puluh dua ribu rupiah).

(2) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan cara
disetorkan ke rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pemeriksa
Keuangah Republik Indonesia dengan menggunakan Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
sesuai ddngan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Perjanjian
Kerja Sama ini ditandatangani.

(3) Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada ayat (2) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling
tambat 2|(dua) hari setelah pembayaran, rincian SSBP PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Rekeniny Kas Negara
Kementerian/Lembaga  : 004 Badan Pemeriksa Keuangan

Unit Organisasi Eselon | : 01 Badan Pemeriksa Keuangan

Satuan Kerja - 450780 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

Fungsi/Subfungsi/Prog.  : 0000 00

Kegiatap/ Subkegiatan - 0000 0000

Lokasi - 0900 Provinsi Riau

MAP/Uraian Penerimaan - 425131 / Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan

KPPN : 008/ KPPN Pekanbaru

Untuk keperluan - PNBP atas Sewa Penempatan ATM BNI pada BPK Rt Perwakilan

Provinsi Riau selama 3 Tahun

BIAYA LAINNYA
Pasal 7

Seluruh biaya pungutan, 1agihan, dan/atau iuran yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan objek sewa
selama jang1 a waktu sewa termasuk iuran warga, air, dan telepon ditanggung oleh PIHAK PERTAMA,
terkecuali yang ditentukan tersendiri dalam Pasal 9 tentang Force Majeure.

SERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 8

(1) Berakhirya Petjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan secara tertulis
dari PARA PIHAK.

(2} Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

a berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 tanpa ada perpanjangan dari
parg pihak;

b. atas! persetujuan PARA PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dan

c. u'an]pmsrasf atau cidera janji, di mana salah satu dari PARA PIHAK tidak melaksanakan
keu{qiibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila salsh satu dari PARA PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum
berakhimya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pihak yang
bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
mengehai pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tersebut kepada pihak lain dalam jangka waktu paling
tambat; 90 (sembilan puluh) hari kalender sebefum tanggal pengakhican Perjanjian Kerja Sama yang
diinginkan.

7

A



4)

(5}

4}

3)

4)

(3)

(1)

(2)

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan beclakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pengakhiran
Perjanjian Kerja Sama dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah
cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK.

Apabilalpada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhimya
Perjanjian Kerja Sama masih ada kewajiban-kewajiban yang belum disetesaikan oleh masing-masing
pihak, ]maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai
diselesajkannya kewajiban terscbut oleh PARA PIHAK.

FORCE MAJEURE
Pasal 9

Kead memaksa (force majeurej adalah semua kcjadian yang memengarvhi pekerjaan dan
pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain namun tidak terbatas pada:

a. bendana alam berupa gempa bumi, tsunami, kebakaran, angin topan, banjir, tanah fongsor, dan
wabah;

b. perang, pemberontak, hury hara, kerusuhan sipit, peledakan; dan

c. perubahan hal peraturan perundang-undangan atau perubahan peraturan pemerintah di bidang
moneter, organisasi, atau hal lainnya yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Penjanjian
Kerfa Sama ini.

Datam |hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masing-masing pihak
harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain mengenai tanggal terjadinya Joree majenre
tersebut dan penyebab force mujenre paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan
melampirkan bukti-bukti layak atas terjadinya force majenre tersebut.

ApabiiL. dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau
tidak aj'da tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana
dimakgud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masiag pihak

sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara
musyaiwarah.

Apabila force majeure disetujui, maka Perjanjian Kerja Sama ini ditinjau kembali vleh PARA PIHAK
dan PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kelanjutan Perjanjian Kerja
Sama l;.vang kemudian akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan, sedangkan apabila keadaan
memalltsa tidak disetujui maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.

Apabila setelah force majenre terjadi dan keadaan kemnbali normal, maka PARA PIHAK wajib untuk

mengl.lupayakm keadaan kembali seperti semula sebetumnya terjadinya force majeure, sehingga
Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Dalam hal perpanjangan sewa menyewa sesuat Pesjanjian Kerja Sama ini masih dalam proses
pengurusan setelah berakhimya jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA dapat menggunakan hak dan
kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini dikecualikan Pasal 3
ayat (2) huruf ¢, sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama yang baru.

Tarif jsewa atas lahan penempatan ATM BNi selama masa proses pengurusan perpanjangan sewa
menyewa dihitung per bulan berdasarkan tarif sewa sebelumnya sampai dengan Perjanjian Kerja Sama
ini di‘andatangani,
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Bagian Anggaran
Eselon |

Wilayah

Satuan Kerja

No. Dokumen
Tanggal

Tahun Anggaran
Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

01/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOOULL B WN -

[ S G Y
w N = O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek

V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | | .

No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus 50.417.736
Dibayar
522111 Beban Langganan Listrik 50.417.736

Keterangan:

Jurnal balik atas Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Langganan Listrik bulan

Desember 2023

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran
Eselon |

Wilayah

Satuan Kerja

No. Dokumen
Tanggal

Tahun Anggaran
Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

02/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek

V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |

No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus 4.887.029
Dibayar
522112 Beban Langganan Telepon 4.887.029

Keterangan:

Jurnal balik atas Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Langganan Telepon bulan

Desember 2023

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran
Eselon |

Wilayah

Satuan Kerja

No. Dokumen
Tanggal

Tahun Anggaran
Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

03/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek

V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |

No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus 23.153
Dibayar
522113 Beban Langganan Air 23.153

Keterangan:

Jurnal balik atas Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Langganan Air bulan

Desember 2023

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran
Eselon |

Wilayah

Satuan Kerja

No. Dokumen
Tanggal

Tahun Anggaran
Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

04/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus 35.000
Dibayar
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas 35.000
Pos Surat

Keterangan:

Jurnal balik atas Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Pengiriman Surat Dinas Pos
Surat bulan Desember 2023

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

09/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

N Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |

No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit

Akun
1 01-01-2024 219211 Pendapatan Sewa Diterima 2.337.123
Dimuka
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung 2.337.123
dan Bangunan
Keterangan:

Jurnal balik atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per Desember 2023 berupa sewa ATM sampai

dengan Maret 2024

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

05/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212111 Belanja Pegawai Yang Masih 490.000
Harus Dibayar
511624 Beban Tunj. Fungsional PPPK 490.000
Keterangan:

Jurnal balik atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Tunj. Fungsional PPPK Bulan

Novemer s.d. Desember 2023

PPABP

Genti Mardina

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

Tanggal

NIP 198703312009062001

: 01 Januari 2024

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

06/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212111 Belanja Pegawai Yang Masih 100
Harus Dibayar
511619 Beban Pembulatan Gaji PPPK 100
Keterangan:

Jurnal balik atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Pembulatan Gaji PPPK Bulan

Novemer s.d. Desember 2023

PPABP

Genti Mardina

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

Tanggal

NIP 198703312009062001

: 01 Januari 2024

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran
Eselon |

Wilayah

Satuan Kerja

No. Dokumen
Tanggal

Tahun Anggaran
Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

07/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212111 Belanja Pegawai Yang Masih 64.657.000
Harus Dibayar
511129 Beban Uang Makan PNS 64.657.000
Keterangan:
Jurnal balik atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Uang Makan PNS bulan
Desember 2023
Disetujui oleh :
PPABP Kasubbag Keuangan Operator GLP

Genti Mardina

Superman

Heri Kristopel Harianja

NIP 198703312009062001

Tanggal

: 01 Januari 2024

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

08/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212111 Belanja Pegawai Yang Masih 205.000
Harus Dibayar
511129 Beban Uang Makan PNS 205.000
Keterangan:

Jurnal balik atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Uang Makan PNS bulan

Oktober 2023 untuk 1 Pegawai

PPABP

Genti Mardina

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

Tanggal

NIP 198703312009062001

: 01 Januari 2024

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (004) BPKRI

Eselon | : (01) Sekretariat Jenderal

Wilayah : (0900) Pekanbaru

Satuan Kerja © (450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau
No. Dokumen : 10/Jurnal Balik

Tanggal ;01 Januari 2024

Tahun Anggaran . 2024

Keterangan

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NO UL WN K-

[ S G Y
w N = O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
\ | Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | | .
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212111 Belanja Pegawai Yang Masih 2.404.233
Harus Dibayar
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 2.380.000
511125 Beban Tunj. PPh PNS 24.233
Keterangan:

Jurnal balik atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa Beban Tunj. Fungsional dan PPh
bulan November s.d. Desember 2023

Disetujui oleh :

PPABP Kasubbag Keuangan Operator GLP
Genti Mardina Superman Heri Kristopel Harianja
NIP 198703312009062001 NIP 197003041999031003 NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024 Tanggal : 01 Januari 2024 Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

11/Jurnal Balik
01 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 | |
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 01-01-2024 212111 Belanja Pegawai Yang Masih 2.213.350
Harus Dibayar
511111 Beban Gaji Pokok PNS 1.814.450
511121 Beban Tunj. Suami/lstri PNS 181.445
511122 Beban Tunj. Anak PNS 72.578
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 37
511126 Beban Tunj. Beras PNS 144.840
Keterangan:
Jurnal balik atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa Pembayaran Gaji ke-13 untuk 1
Pegawai
Disetujui oleh :
PPABP Kasubbag Keuangan Operator GLP

Genti Mardina

Superman

Heri Kristopel Harianja

Tanggal

NIP 198703312009062001

: 01 Januari 2024

NIP 197003041999031003

Tanggal : 01 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 01 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

01/Jurnal Penyesuaian
04 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NO UL WN K-

[ S G Y
w N = O

Pendapatan Diterima Di Muka 14
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15
Beban Dibayar Di Muka 16
Beban Yang Masih Harus Dibayar 17
Penyisihan Piutang 18
Penghapusan Piutang 19
Penyusutan Aset 20
Kas Di Bendahara Penerimaan 21
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22
Persediaan 23
Koreksi Antar Beban 24

Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25

Piutang Jangka Panjang

Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Piutang Jangka Pendek

Transfer Masuk

Transfer Keluar

Koreksi Beban Aset

Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Lainnya di BLU

Uang Muka Belanja

Perolehan Aset

Koreksi Piutang/Utang

Hibah Langsung

Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 |V Utang Kepada Pihak Ketiga
Lainnya
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 13-04-2024 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga 54.087.804
Lainnya
218111 Utang Yang Belum Diterima 54.087.804

Tagihannya

Keterangan:

Jurnal Penyesuaian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya berupa Pembayaran RPATA atas Pekerjaan
Cleaning Service Periode Desember 2023

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 04 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 04 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

02/Jurnal Penyesuaian
24 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NO UL WN K-

[ S G Y
w N = O

Pendapatan Diterima Di Muka 14
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15
Beban Dibayar Di Muka 16 |+
Beban Yang Masih Harus Dibayar 17
Penyisihan Piutang 18
Penghapusan Piutang 19
Penyusutan Aset 20
Kas Di Bendahara Penerimaan 21
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22
Persediaan 23
Koreksi Antar Beban 24

Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25

Piutang Jangka Panjang

Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Piutang Jangka Pendek

Transfer Masuk

Transfer Keluar

Koreksi Beban Aset

Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Lainnya di BLU

Uang Muka Belanja

Perolehan Aset

Koreksi Piutang/Utang

Hibah Langsung

Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 Koreksi Lainnya
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 | 13-04-2024 425911 Penerimaan Kembali Belanja 2.380.000
Pegawai Tahun Anggaran Yang
Lalu
115212 Piutang Lainnya 2.380.000
Keterangan:

Jurnal Penyesuaian Piutang Lainnya atas Pelunasan Piutang Kelebihan Pembayaran Tunj. Fungsional

PNS

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 24 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 24 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

03/Jurnal Penyesuaian
30 Januari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15
Beban Dibayar Di Muka 16 |V
Beban Yang Masih Harus Dibayar 17
Penyisihan Piutang 18
Penghapusan Piutang 19
Penyusutan Aset 20
Kas Di Bendahara Penerimaan 21
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22
Persediaan 23
Koreksi Antar Beban 24

Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25

Piutang Jangka Panjang

Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Piutang Jangka Pendek

Transfer Masuk

Transfer Keluar

Koreksi Beban Aset

Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Lainnya di BLU

Uang Muka Belanja

Perolehan Aset

Koreksi Piutang/Utang

Hibah Langsung

Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 Koreksi Lainnya
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 13-04-2024 425911 Penerimaan Kembali Belanja 4.320.000
Pegawai Tahun Anggaran Yang
Lalu
115212 Piutang Lainnya 4.320.000
Keterangan:

Jurnal Penyesuaian Piutang Lainnya atas Pelunasan Piutang Kelebihan Pembayaran Tunj. Fungsional

PNS

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 30 Januari 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 30 Januari 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

04/Jurnal Penyesuaian
07 Februari 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NOULL D WN -

I Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15
Beban Dibayar Di Muka 16 |V
Beban Yang Masih Harus Dibayar 17
Penyisihan Piutang 18
Penghapusan Piutang 19
Penyusutan Aset 20
Kas Di Bendahara Penerimaan 21
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22
Persediaan 23
Koreksi Antar Beban 24

Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25

Piutang Jangka Panjang

Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Piutang Jangka Pendek

Transfer Masuk

Transfer Keluar

Koreksi Beban Aset

Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Lainnya di BLU

Uang Muka Belanja

Perolehan Aset

Koreksi Piutang/Utang

Hibah Langsung

Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 Koreksi Lainnya
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 13-04-2024 425911 Penerimaan Kembali Belanja 1.080.000
Pegawai Tahun Anggaran Yang
Lalu
115212 Piutang Lainnya 1.080.000
Keterangan:

Jurnal Penyesuaian Piutang Lainnya atas Pelunasan Piutang Kelebihan Pembayaran Tunj. Struktural PNS

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 30 Juni 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 30 Juni 2024







Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

06/Jurnal Penyesuaian
30 Juni 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 00O NO UL WN K-

[ S G Y
w N = O

Pendapatan Diterima Di Muka 14
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15
Beban Dibayar Di Muka 16
Beban Yang Masih Harus Dibayar 17
Penyisihan Piutang 18
Penghapusan Piutang 19
Penyusutan Aset 20
Kas Di Bendahara Penerimaan 21
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22
Persediaan 23
Koreksi Antar Beban 24

Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25

Piutang Jangka Panjang

Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Piutang Jangka Pendek

Transfer Masuk

Transfer Keluar

Koreksi Beban Aset

Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Lainnya di BLU

Uang Muka Belanja

Perolehan Aset

Koreksi Piutang/Utang

Hibah Langsung

Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 |V Koreksi Lainnya
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 | 13-04-2024 594212 Beban Penyisihan Piutang Tidak 38.900
Tertagih — Piutang Lainnya
391119 Koreksi Lainnya 38.900
Keterangan:

Jurnal Penyesuaian Koreksi Lainnya Atas Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Lainnya

Disetujui oleh :
Kasubbag Keuangan

Superman

Operator GLP

Heri Kristopel Harianja

NIP 197003041999031003

Tanggal : 30 Juni 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 30 Juni 2024




Bagian Anggaran

Eselon |
Wilayah
Satuan Kerja

No. Dokumen

Tanggal

Tahun Anggaran

Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI
(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

07/Jurnal Penyesuaian
29 Juli 2024
2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 0O NOOUL B WN -

I S Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15
Beban Dibayar Di Muka 16
Beban Yang Masih Harus Dibayar 17

Penyisihan Piutang 18
Penghapusan Piutang 19
Penyusutan Aset 20
Kas Di Bendahara Penerimaan 21
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22
Persediaan 23
Koreksi Antar Beban 24

Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25

Piutang Jangka Panjang

Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Piutang Jangka Pendek

Transfer Masuk

Transfer Keluar

Koreksi Beban Aset

Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Lainnya di BLU

Uang Muka Belanja

Perolehan Aset

Koreksi Piutang/Utang

Hibah Langsung

Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 |V Koreksi Lainnya
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 29-07-2024 425911 Penerimaan Kembali Belanja 392
Pegawai TAYL
391119 | Koreksi Lainnya 392
Keterangan:
Jurnal Penyesuaian berupa Koreksi Lainnya atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
Disetujui oleh :
PPABP Kasubbag Keuangan Operator GLP

Genti Mardina

Superman

Heri Kristopel Harianja

Tanggal

NIP 198703312009062001

: 29 Juli 2024

NIP 19700304 1999031003

Tanggal 129 Juli 2024

NIP 200006272023011002

Tanggal : 29 Juli 2024




Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 0O NOOUL B WN -

I S Y
w N - O

Bagian Anggaran
Eselon |

Wilayah

Satuan Kerja

No. Dokumen
Tanggal

Tahun Anggaran
Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI

(01) Sekretariat Jenderal
(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau

08/Jurnal Penyesuaian
12 September 2024

2024

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 Koreksi Lainnya
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 12-09-2024 391119 Koreksi Lainnya 822.738
511111 Beban Gaiji Pokok PNS 721.700
511121 Beban Tunj, Suami/lstri PNS 72170
511122 | Beban Tunj. Anak PNS 28.868
Keterangan:
Jurnal Penyesuaian Koreksi Lainnya atas Kekurangan Gaji Juni s.d. Desember 2023 untuk 1 Pegawai/4
Jiwa

PPABP

Genti Mardina

Disetujui oleh :

Kasubbag Keuangan Operator GLP

Superman Heri Kristopel Harianja

Tanggal

NIP 198703312009062001

: 12 September 2024

NIP 197003041999031003 NIP 200006272023011002

Tanggal : 12 September 2024 Tanggal : 12 September 2024




Bagian Anggaran
Eselon |

Wilayah

Satuan Kerja

No. Dokumen
Tanggal

Tahun Anggaran
Keterangan

MEMO PENYESUAIAN

(004) BPK RI

(01) Sekretariat Jenderal

(0900) Pekanbaru

(450780) BPK Perwakilan Provinsi Riau
09/Jurnal Penyesuaian

12 September 2024

2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

O 0O NOOUL B WN -

I S Y
w N - O

Pendapatan Diterima Di Muka 14 Piutang Jangka Panjang
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 15 Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
Beban Dibayar Di Muka 16 Piutang Jangka Pendek
V| Beban Yang Masih Harus Dibayar 17 Transfer Masuk
Penyisihan Piutang 18 Transfer Keluar
Penghapusan Piutang 19 Koreksi Beban Aset
Penyusutan Aset 20 Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
Kas Di Bendahara Penerimaan 21 Kas Lainnya di BLU
Kas Di Bendahara Pengeluaran 22 Uang Muka Belanja
Persediaan 23 Perolehan Aset
Koreksi Antar Beban 24 Koreksi Piutang/Utang
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 25 Hibah Langsung
Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi 26 Koreksi Lainnya
No. Tanggal Kode Uraian Nama Akun Debet Kredit
Akun
1 12-09-2024 391119 Koreksi Lainnya 1.259.516
511111 Beban Gaiji Pokok PNS 1.200.600
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 116
511125 Beban Tunj. PPh PNS 58.800
Keterangan:
Jurnal Penyesuaian Koreksi Lainnya atas Kekurangan Gaji Maret s.d. Desember 2023 untuk 1 Pegawai/1
Jiwa

Disetujui oleh :

PPABP Kasubbag Keuangan Operator GLP
Genti Mardina Superman Heri Kristopel Harianja
NIP 198703312009062001 NIP 197003041999031003 NIP 200006272023011002
Tanggal : 12 September 2024 Tanggal : 12 September 2024 Tanggal : 12 September 2024
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